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ABSTRAK 
 
Sabir, Disertasi, 2015. Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhahadap Pertumbuhan 
Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Penyerapan Tenaga Kerja dan 
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Promotor: Ahmad Erani Yustika, Co-Promotor: Susilo dan Ghozali Maski. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis: (1) Pengaruh Alokasi 
Belanja Modal pada APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi; 2 Pengaruh Alokasi 
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan, (3) 
Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja; (4) Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Pertumbuhan 
Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Metode analisis yang digunakan adalah persamaan simultan recursive dengan 
menggunakan data cross-section dan time series (data panel)  terhadap 24 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama enam tahun.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) alokasi belanja modal pada  APBD 
memiliki efek positif dan signifikan dari pertumbuhan ekonomi. (2) Alokasi Belanja 
Modal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan  pendapatan 
dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap 
Ketimpangan Pendapatan. (3) Alokasi Belanja Modal dalam APBD dan 
Pertumbuhan Ekonomi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja. (4) Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga 
Kerja memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, 
namun Alokasi Belanja Modal pada  APBD memiliki efek negatif dan tidak 
signifikan terhadap  Kesejahteraan Masyarakat. 
 
xii 
 
ABSTRACT 
Sabir, Disertation, 2015. The Effect of Capital Expenditure Allocation on the Economic Growth, 
Income Inequality,  Labor Absorption and Social Welfare of Regencies/Cities in the Province 
of South Sulawesi. Promotor: Ahmad Erani Yustika, Co-Promotor: Susilo and Ghozali Maskie. 
The purpose this study is to test and analysed: (1) The effect of capital expenditure allocation in 
the local budget on economic growth; 2 The effect of capital expenditure allocation in the local 
budget and economic growth on income disparity, (3) The effect of capital expenditure allocation 
in the local budget and economic growth on labor absorption; (4) The effect of capital expenditure 
allocation in the local budget, and economic growth and labor absorption on social welfare. 
The analytical method used is recursive simultaneous equations using cross-section data 
and time series (data panel) to 24 districts / cities in South Sulawesi Province for six years..Study 
result showed that: (1) capital expenditure allocation in the local budget had a positive and 
significant effect of economic growth. (2) capital expenditure allocation in the local budget and 
economic growth had a positive and significant effect on income disparity and capital economic 
growth had a  negative and significant on income Inequality. (3) expenditure allocation in the local 
budget and economic growth had a positive and significant effect on labor absorption. (4) 
Economic growth and Labor absorption had a positive and significant effect on social welfare,but 
capital expenditure allocation in the local budget had a negative and  not significant effect on 
social welfare. 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas 
karunia dan hidayah-Nya sehingga disertasi ini dengan judul “Pengaruh Alokasi 
Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, 
Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013” berhasil diselesaikan. Tulisan ini 
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu 
Ekonomi setelah menyelesaikan studi pada program pascasarjana Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Brwaijaya. 
Pemikiran tentang pembangunan sering diasosiasikan dengan perkembangan, 
atau pembangunan dengan modernisasi dengan fokus pada empat isu sentral  yakni: 
(a) akumulasi modal (b) pertumbuhan ekonomi (c) peran pemerintah dan (d) 
transformasi struktural. Peran pemerintah dalam mengatur pengeluarannya merupakan 
merupakan instrumen penting untuk mengendalikan perekonomian. Oleh karena itu, 
pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal diharapkan dapat memberikan 
kontribusi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi, penngurangan ketimpangan, 
peningkatan penyerapan tenaga kerja yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.   
Peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
kebijakan fiskal, pada tingkat pada tingkat daerah diwujudkan melalui APBD daerah 
bersangkutan. Kebijakan ekonomi pada skala daerah yang diikuti dengan kebijakan 
keuangan daerah merupakan implementasi desentralisasi fiskal sebagai wujud 
desentralisasi pembangunan di Indonesia. Pendekatan desentralisasi pada bidang 
fiskal dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik 
secara langsung maupun melalui indikator-ndikator makroekonomi seperti; 
 x 
 
pertumbuhan ekonomi serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 
bagi masyarakat di setiap daerah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaruh alokasi belanja modal 
pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, 
penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini 
menemukan (1) Alokasi Belanja Modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, (2) Alokasi belanja modal pada APBD 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan disebabkan 
karena alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang ada di daerah 
perkotaan dibandingkan di wilayah pedesaan, (3) Alokasi belanja modal pada APBD 
dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja, (4)  Pertumbuhan ekonomi  dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
Penelitian ini Disertasi ini tidak sepenuhnya murni hasil karya penulis, akan 
tetapi juga hasil interaksi positif dan konstruktif antara penulis dengan Tim Promotor 
(Ketua Tim Promotor), yang terdiri atas Bapak Prof. Ahmad Erani Yustika, SE., M.Sc, 
Ph.D. Bapak Dr. Susilo SE.,MS dan Bapak Prof. Dr. Ghozali Maskie, SE., MS (masing-
masing sebagai Anggota Tim Promotor). 
Sangat disadari, dengan segala kekuarangan dan keterbatasan yang dimiliki 
oleh penulis, walaupun teah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi 
masih dirasakan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 
yang sifatnya membangun (konstruktif) agar disertasi ini bermanfaat  bagi semua 
pihak. 
Malang, November  2015 
 
                Penulis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Awal pemikiran tentang pembangunan sering diasosiasikan dengan 
perkembangan, atau pembangunan dengan modernisasi dengan fokus pada 
empat isu sentral  yakni: (a) akumulasi modal (b) pertumbuhan ekonomi (c) peran 
pemerintah dan (d) transformasi struktural. Berdasarkan paradigma tersebut 
telah mengantarkan banyak negara sedang berkembang memasuki tahapan 
yang lebih modern sebagai titik awal menuju kehidupan yang lebih sejahtera. 
Walaupun demikian masih tetap menuai banyak kritik karena telah menciptakan 
kesenjangan dan ketimpangan. Keadaan tersebut melahirkan kritik dengan 
memusatkan perhatian pada empat isu mendasar yakni: (1) kemiskinan yang 
tinggi, (2) distribusi pendapatan yang timpang, (3) ketidakadilan, dan (4) 
ketidakkebebasan dalam demokrasi. Menurut paradigma ini makna dari 
pembangunan bukan semata-mata pada peningkatan pendapatan per kapita, 
melainkan penurunan pengangguran dan kemiskinan, pemerataan distribusi 
pendapatan, serta penghapusan ketidakadilan.  
Berdasarkan kritik tersebut, Haq (1995) membuat refleksi sekaligus 
menandai pergeseran paradigma pembangunan dari “national icome accounting” 
ke “people-centered policy” dengan rumusan “The human development paradigm 
is concerned both with building up human capabilities through investment in 
people and with using those human capabilities fully through an enabling 
framework for growth and employment. Paradigma ini mempunyai empat 
komponen esensial. Pertama, kesetaraan yang merujuk pada kesamaan dalam 
memperoleh akses ke sumberdaya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar 
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warga negara. Kedua,  produktivitas yang merujuk pada usaha-usaha yang 
bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Ketiga, pemberdayaan yang merujuk 
pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan 
transformasi potensi dan kemampuan, sehingga mereka memiliki kemandirian, 
otonomi dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi 
permasalahan sosial. Keempat, berkelanjutan yang merujuk pada strategi dalam 
mengelola modal pembangunan: fisik, manusia, finansial dan lingkungan agar 
bisa dimanfaatkan guna mencapai tujuan utama pembangunan yaitu 
kesejahteraan rakyat.  
Berdasarkan paradigma tersebut, perkembangan pemikiran 
pembangunan tidak lagi semata menempatkan nilai moneter dalam 
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat pendapatan 
per kapita, tetapi telah berkembang mencakup pengukuran-pengukuran non-
ekonomi. Van Den Berg (2005) menawarkan pengukuran pencapaian tujuan 
pembangunan ekonomi pada hal-hal yang lebih abstrak, terkait dengan aspek 
sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang lebih fokus menggambarkan 
tingkat kemajuan pembangunan manusia (human development) atau biasa 
disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Menjamin terselenggaranya pembangunan manusia, khususnya yang 
secara langsung berupa investasi modal manusia, sejumlah model pertumbuhan 
telah dikembangkan. Model neoklasik secara umum menekankan pada 
penyediaan tenaga kerja, stok modal dan perubahan teknologi dalam proses 
pertumbuhan ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi human capital 
model dalam pertumbuhan ekonomi. Barro dan Sala-i-Martin (2004) 
memperkenalkan model endogenous yang menekankan pentingnya kebijakan 
fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bermuara 
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan 
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ekonomi di dorong oleh peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan 
publik serta pengembangan teknologi untuk mencapai derajat kesejahteraan 
masyarakat yang lebih tinggi. 
Untuk itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjawab 
tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Mengacu pada pandangan 
Keynes dalam Pressman (2006) menggambarkan pentingnya peran pemerintah 
dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal yang dapat dijelaskan bahwa ketika 
kinerja ekonomi memburuk dan investasi menurun sehingga memperlambat 
kegiatan ekonomi, pemerintah harus menstabilkan tingkat investasi. Pemerintah 
seharusnya meminjam uang untuk menutupi defisit anggaran dan berperan serta 
dalam investasi publik, seperti pembuatan jalan, jembatan baru , membangun 
sekolah untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya apabila 
investasi bisnis tinggi karena optimisme yang besar, pemerintah harus 
menghentikan peminjaman dan mengurangi investasi publiknya. 
Peran pemerintah dalam mengatur pengeluarannya merupakan 
merupakan instrumen penting untuk mengendalikan perekonomian. Banyak 
ekonomi berpendapat bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah menjadi 
instrumen yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena 
itu, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat memberikan 
kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan endogen 
(Barro, 1990) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif akan 
mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Salah satu pengeluaran  pemerintah yang 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal berupa 
penyediaan infrastruktur seperti listrik, transportasi, pendidikan dan kesehatan. 
Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan akan 
meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan output 
nasional.  
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Namun, beberapa ekonom tidak mendukung pernyataan bahwa 
peningkatan pengeluaran pemerintah akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. 
Mereka menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan 
mengurangi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, dalam upaya untuk 
membiayai kenaikan pengeluaran, pemerintah dapat meningkatkan pajak. Pajak 
penghasilan yang lebih tinggi menyebabkan individu enggan untuk bekerja 
selama berjam-jam yang menyebabkan akan mengurangi pendapatan dan 
permintaan. Jadi tindakan pemerintah secara agregat kadang-kadang 
mengakibatkan misalokasi sumber daya dan menghambat pertumbuhan output 
nasional. Bahkan, penelitian Barro (1991), dan Engen and Skinner (1992), 
menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang  besar memiliki dampak 
negatif pada pertumbuhan ekonomi. 
Sejalan dengan pemikiran tersebut Myrdal dalam Pressman (2006) 
mengusulkan kebijakan fiskal dari pemerintah federal untuk pendidikan, 
perumahan dan jaminan pendapatan untuk mencapai full-employment dan 
mengatasi masalah kemiskinan di negara berkembang. Untuk itu pemerintah 
dituntut bagaimana mendesain kebijakan pembangunan ekonomi melalui 
kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan makro ekonomi, yakni pertumbuhan 
ekonomi, terbukanya kesempatan kerja dan stabilitas harga (Mankiw, 2007). 
Peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
kebijakan fiskal, pada tingkat nasional tergambar melalui APBN dan pada tingkat 
daerah diwujudkan melalui APBD daerah bersangkutan. Kebijakan ekonomi pada 
skala daerah yang diikuti dengan kebijakan keuangan daerah merupakan 
implementasi desentralisasi fiskal sebagai wujud desentralisasi pembangunan di 
Indonesia. Pendekatan desentralisasi pada bidang fiskal dianggap sebagai solusi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun 
melalui indikator-ndikator makroekonomi seperti; pertumbuhan ekonomi serta 
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terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di 
setiap daerah. 
Kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam kebijakan 
keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk semakin nyata 
memanfaatkan kewenangannya untuk mengembangkan kapasitas pembangunan 
dan perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya. Kebijakan APBD merupakan gambaran keseriusan pemerintah 
daerah dalam meningkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan 
Kesejahteraan masyarakat. Pada aspek belanja daerah, kebijakan belanja harus 
bisa memberikan efek multiflier yang besar terhadap aktivitas ekonomi 
masyarakat melalui program-program yang didanainya.  
Karseno dalam Sultan (2010) melihat bahwa desentralisasi pada bidang 
keuangan daerah, seluas-luasnya hanya terjadi pada sisi pengeluaran, bukan 
pada sisi penerimaan daerah. Penekanan desentralisasi fiskal pada alokasi 
belanja daerah merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk peningkatan 
pelayanan publik, sebagai jembatan menuju tercapainya kesejahteraan 
masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut 
untuk mengalokasikan pengeluarannya dalam bentuk belanja daerah yang lebih 
efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat daerah bersangkutan, 
khususnya pada sektor-sektor pembangunan daerah yang memiliki nilai strategis 
dalam menciptakan multiplier yang tinggi. Untuk itu efisiensi dan efektivitas peran 
pemerintah menurut Tiebout (1956), Musgrave and Musgrave (1983), Hayek 
dalam Khusaini (2006) dan Ulbrich (2011) dapat dicapai karena pemerintah 
daerah yang lebih dekat dengan masyarakatnya, mereka akan lebih tahu apa 
yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat loal daripada pemerintah 
pusat. 
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Alokasi belanja modal pada pada setiap daerah yang dijabarkan dalam 
APBD sebagai investasi sektor publik sangat diperlukan, karena di samping 
memberikan efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui 
implementasi program-program padat karya, juga secara tidak langsung melalui 
pengembangan aktivitas usaha ekonomi bagi perusahaan (Keynes dalam 
Pressman, 2006). Ketersediaan sejumlah infrastruktur di daerah akan 
mendorong berkembangnya investasi swasta sehingga membuka lapangan 
pekejaan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan 
masyarakat daerah bersangkutan. 
Proses yang belangsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pemerintah daerah selalu didorong untuk senantiasa meningkatkan 
alokasi belanja modalnya dalam APBD. Melalui alokasi belanja modal tersebut 
akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat melalui program 
kegiatan pembangunan yang diimplementasikan setiap tahunnya. Seperti melalui 
pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan yang bersifat padat karya. 
Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur ekonomi, akan mendorong 
aktivitas ekonomi secara luas yang diharapkan dapat mendatangkan investasi 
swasta., sehingga akan meningkatkan kapasitas produksi  barang dan jasa pada 
berbagai aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi 
daerah yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa sebagai 
akibat dari penigkatan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor ekonomi yang 
dijalankan oleh masyarakat akan memberikan pengaruh pada penyerapan 
tenaga kerja. Selanjutnya, penyerapan tenaga kerja tersebut sangat tergantung 
pada aktivitas ekonomi yang dijalankan, apakah bersifat labour intensive atau 
bersifat capital intensive. Sebuah pertumbuhan ekonomi yang bermuatan labour 
intensive  akan memberikan pengaruh positif pada penyerapan tenaga kerja, 
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sebaliknya, kalau bermuatan  capital intensive, akan berdampak pada terjadinya 
penurunan penyerapan tenaga kerja.  
Penting untuk mencermati proses tersebut di dalam kerangka 
pembangunan dewasa ini dengan melihat bagaimana kemampuan alokasi 
belanja modal daerah dalam memberikan efek multiplier pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakatnya. Melalui alokasi belanja modal yang secara 
optimal bersinergi dengan alokasi belanja lainnya, tujuan makro ekonomi daerah, 
khususnya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga 
kerja diharapkan mampu ditingkatkan. Korelasi ini ditunjukkan oleh Keynes 
dalam Mankiw (2007) dan Djohanputro (2008), bahwa belanja modal (investasi 
sektor publik) akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 
melalui multiplier effect. 
Pengeluaran pemerintah untuk overhead  sosial dan ekonomi memberikan 
kesempatan kerja, menaikkan pendapatan, dan selanjutnya meningkatkan 
kapasitas perekonomian secara keseluruhan. Cziraky dalam Nursini (2006) 
menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap 
pertumbuhan melalui dua mekanisme: Pertama,  melalui peningkatan kuantitas 
faktor produksi yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan output.  Kedua, 
secara tidak langsung melalui peningkatan tambahan produktivitas faktor-faktor 
produksi yang disediakan oleh sektor swasta. Jenis pengeluaran pemerintah 
tersebut, nampak mendukung teori pertumbuhan endogen yang oleh Barro dan 
Sala-i-Martin (2004), disebutkan sebagai pengeluaran produktif pemerintah yang 
memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta. 
Sejalan dengan itu Shah (2006) secara spesifik merekomendasikan dua 
poin penting untuk diprioritaskan oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam 
mengalokasikan belanjanya, yakni: Pertama, pengalokasian belanja pemerintah 
daerah pada kegiatan pembangunan yang mempunyai “cost recovery” tertinggi. 
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Kedua, pengalokasian belanja daerah pada kegiatan pembangunan yang 
mampu merangsang penerimaan daerah. Rekomendasi ini menunjukkan 
pentingnya memprioritaskan pengelolaan pengeluaran daerah yang efisien dan 
efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, agar mampu menjamin 
kesinambungan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka panjang, sehingga 
diharapkan perekonomian daerah bertumbuh dan mendorong terbukanya 
peluang ekonomi masyarakat.  
Jika diamati dari tahun ke tahun, alokasi belanja modal pada APBD 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, selama periode 2008-2013, 
bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perubahan tersebut terkait 
dengan kebijaksanaan pembangunan daerah yang diterapkan pada masing-
masing daerah. Perkembangan rata-rata alokasi belanja modal dan rata-rata total 
belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 
2008-2013, dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
Tabel 1.1 
Rata-Rata Alokasi Belanja Modal dan Rata-Rata Total Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2008-2013  
(Dalam Juta Rupiah) 
 -  200.000  400.000  600.000  800.000  1.000.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
494.067 
522.686 
529.900 
643.078 
686.885 
801.153 
151.476 
152.913 
142.348 
158.044 
155.010 
171.633 
RATA-RATA BELANJA MODAL RATA-RATA  TOTAL BELANJA
 
      Sumber: DJPK Depkeu,Data Series (2008-2013), diolah. 
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Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan rata-rata alokasi belanja modal  
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menjukkan fluktuasi dari tahun 2008 
sampai tahun 2013. Pada tahun 2008 rata-rata alokasi belanja modal 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 151,475 mliyar dan 
pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi Rp 107,818 milyar. Kemudian 
pada Tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 136,231 milyar 
dan pada tahun 2013 rata-rata alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan mencapai Rp 160,382 milyar. Berbeda halnya dengan rata-rata 
total belanja daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni pada 
tahun 2008 sebesar Rp 494,067 milyar meningkat hingga Rp 802,153 milyar 
pada tahun 2013. 
Fakta tersebut menunjukkan rata-rata alokasi belanja modal 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari total 
belanja daerah. Kondisi demikian menunjukkan bahwa belanja pemerintah masih 
lebih dominan pada belanja aparatur dalam bentuk belanja rutin. Walaupun 
demikian, selama enam tahun terakhir, secara rata-rata masih berada diatas 20 
persen dari total belanja daerah. 
Walaupun proporsi belanja modal relatif kecil dan kecenderungan 
menurun dari tahun ke tahun terhadap total belanja daerah karena 
pengalokasiannya lebih besar pada belanja aparatur yang bersifat rutin untuk 
membiayai roda pemerintahan, akan tetapi diharapkan alokasi belanja modal 
tersebut tetap dapat membiayai program-program pemerintah daerah yang dapat  
meningkatkan roda perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan 
pertumbuhan ekonomi daerah.  
Jika dicermati perkembangan perekonomian daerah kabupaten/ktota di 
Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2013, rata-rata pertumbuhan 
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi menunjukkan trend yang 
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meningkat dari tahun 2008 ke tahun 2013. Perkembangan rata-rata pertumbuhan 
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-
2013, dapat dilihat pada Gambar 1.2. 
Secara faktual, tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata-kabupaten kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2013 menunjukkan pertumbuhan 
yang berfluktuasi, namun secara rata-rata mengalami peningkatan. Pada tahun 
2008 rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan sebesar 6,87 persen menurun menjadi 6,55 persen pada tahun 2010 
dan meningkat kembali menjadi 7,87 pada tahun 2012 dan 2013. Sehingga 
secara rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan selama enam tahun pengamatan sebesar 7,28 persen. 
Gambar 1.2 
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi  
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 (Persen) 
 -
 1,00
 2,00
 3,00
 4,00
 5,00
 6,00
 7,00
 8,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013
6,87 6,75 6,55 
7,76 7,87 7,87 
 
       Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2013, data diolah 
 Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota secara rata-rata 
memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi, akan tetapi dari aspek pemerataan hasil 
pembangunan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih terjadi. Ketimpangan 
pendapatan yang diproksi dengan Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa, 
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pada tahun 2008 nilai Indeks Entropi Theil 0,07 dan 0,70. Sementara pada tahun 
2013 mengalami perubahan menjadi berkisar 0,06 dan 0,61. Ketimpangan yang 
tinggi pada umumnya terjadi pada di kabupaten/kota yang memiliki letak 
geografis yang berbeda dengan daerah lainnya seperti Kota Makassar sebagai 
ibukota provinsi dengan dengan kegiatan ekonomi pada sektor industri dan jasa, 
serta Kabupaten Pangkajene kepulauan dan Kabupaten Luwu Timur dengan 
perekonomian yang didominasi oleh sektor industri dan pertambangan.  
 Berdasarkan kondisi tersebut diharapkan melalui belanja modal aktivitas 
ekonomi masyarakat baik pada sektor perdesaan maupun yang bercirikan 
perkotaan akan tumbuh secara baik sehingga ketimpangan antar daerah dapat 
menurun. Lewis melalui model structural transformation dalam Todaro and Smith 
(2012) menjelaskan bahwa terjadi proses pengalihan tenaga kerja serta 
pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. 
Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh belanja modal, akan menggerakkan 
aktivitas ekonomi masyarakat pada setiap kabupaten/kota, sehingga mampu 
mendorong pertumbuhan kesempatan kerja di daerah bersangkutan dan 
mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. 
Jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan, setidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat 
penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Perkembangan penyerapan tenaga 
di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2013 
menunjukkan trend yang berfluktuasi akan tetapi secara rata-rata mengalami 
peningkatan (lihat Gambar 1.3). 
.Berdasarkan Gambar 1.3, nampak bahwa pada tahun 2008 rata-rata 
tingkat penyerapan tenaga kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 
90,97 persen dan pada tahun 2013 sebesar 92,97 persen. Tingkat rata-rata 
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penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tertinggi 
dicapai pada tahun 2012 yakni sebesar 94,42 persen. 
Gambar 1.3 
Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Tahun 2008-2013 (Dalam Persen) 
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     Sumber: Buku Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2008 dan 2014 (diolah) 
Melihat kinerja perekonomian ekonomi daerah di Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tinggi 
diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan bagi 
masyarakat secara umum. Karena perkembangan pemikiran pembangunan tidak 
lagi semata menempatkan nilai moneter dalam menggambarkan tingkat 
kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan per kapita, tetapi 
telah berkembang mencakup pengukuran-pengukuran non-ekonomi. Todaro and 
Smith (2003) dan Van Den Berg (2005), hampir secara seragam menawarkan 
pengukuran pencapaian tujuan pembangunan ekonomi pada hal-hal yang lebih 
abstrak, terkait dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang lebih 
fokus menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan manusia. (human 
development) atau biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Pemikiran kontenporer mengenai pembangunan telah menempatkan 
kembali manusia sebagai subyek atau pusat dari proses pembangunan. Dalam 
konsep tersebut manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya 
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pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sebagai 
indikator pembangunan manusia, UNDP telah mengembangkan Human 
Development Index (HDI) atau biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM). 
IPM merupakan salah satu indeks komposit yang mencakup tiga bidang 
yang dianggap sangat mendasar yaitu: usia/lama hidup, pengetahuan, dan 
standar hidup layak. Konsep pembangunan manusia ini dikembangkan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menetapkan peringkat kinerja 
pembangunan manusia pada skala 0,00 sampai 100,00 dengan kategori sebagai 
berikut (BPS): tinggi (IPM>80,00); menengah atas (IPM antara 66,00 – 79,99); 
menengah bawah (IPM antara 50,00 – 65,99); dan rendah (IPM < 50,00). 
Pada indikator pembangunan manusia, Indonesia berada pada kategori 
medium human development dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada 
peringkat 108 dari 187 negara pada tahun 2013. Di kawasan Asia Tenggara, 
Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan 
Thailand. Bahkan Singapura dan Brunei Darussalam berada pada kategori high 
human development. Fakta ini menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan 
masyarakat sebagai akibat tidak fokusnya kebijakan pembangunan pada 
investasi modal manusia di Indonesia, baik skala pembangunan nasional 
maupun pembangunan daerah. Posisi relatif  Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya ditunjukkan pada 
Gambar 1.4. 
Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) yang dicapai Indonesia pada tahun 2013 sama yang  telah 
dicapai oleh Singapura dan Brunei Darussalam pada tahun 1990 dan Malaysia 
pada tahun 2000. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pencapaian 
pembangunan manusia Indonesia tertinggal 20 tahun dari Singapura dan Brunei 
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Darussalam serta 10 tahun dari Malaysia. Fakta ini menunjukkan rendahnya 
posisi relatif pembangunan manusia yang dicapai Indonesia di antara negara 
ASEAN yakni Singapura,  Brunei Darusssalam dan Malaysia. 
Gambar 1.4 
Perbandingan Angka IPM Sembilan Negara Asia Tenggara  
Tahun 1990-2013 
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Sumber: UNDP: Human Development Report. 
 
Tantangan bagi Indonesia dalam mengejar ketinggalannya dewasa ini, 
salah satunya melalui efektivitas peran pemerintah dalam menciptakan 
kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan 
yang mampu mengoptimalkan peran segenap sumber daya pembangunan, baik 
dalam skala nasional maupun skala daerah dan bahkan tingkat komunitas 
terkecil di pelosok terpencil. Pendekatan yang dianggap tepat sebagaimana 
dengan negara-negara berkembang lainnya adalah pendekatan desentralisasi 
pembangunan, menggantikan pendekatan sentralisasi pembangunan. Melalui 
kebijakan desentralisasi pembangunan daerah, diharapkan implementasi 
program pembangunan akan lebih efektif dalam mendorong peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
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Melihat kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif pada 
perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan, baik secara 
langsung maupun melalui terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha bagi masyarakat.yang dapat menyebabkan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di daerah bersangkutan.  
Secara faktual, pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat melalui 
IPM di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa IPM Provinsi Sulawesi 
Selatan dan rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berada 
pada kategori menengah dan pencapaiannya masih lebih rendah dari 
pencapaian IPM nasonal.  
Gambar 1.5 
Rata-Rata Indeks IPM Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Selatan   
Dan Nasional,  Tahun 2008-2013  
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rata-Rata IPM
Kabupaten Kota
70.75 71.31 71.83 72.30 72.85 73.45
IPM Sulawesi Selatan 70.22 70.94 71.62 72.14 72.17 73.28
IPM Nasional 71.17 71.76 72.27 72.77 73.29 73.81
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     Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 (data diolah) 
Berdasarkan kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa dalam hal 
pencapaian IPM nasionl, Provinsi Sulawesi Selatan belum berperan kuat sebagai 
pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nasional, bahkan cenderung 
menjadi beban nasional. Hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengoptimalkan alokasi belanja modalnya untuk 
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mendanai implementasi program-program pembangunan yang berperan kuat 
dalam mendorong peningkatan pencapaian IPM di daerah bersangkutan. 
 Untuk itu dibutuhkan studi mendalam dan sistematis terhadap kinerja 
kebijaksanaan pembangunan daerah melalui implementasi alokasi belanja modal 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat 
ketimpangan pendapatan antar daerah. Pertanyaan mendasar yang perlu 
dikembangkan terhadap perubahan tersebut adalah sejauh manakah 
pengeluaran pemerintah dalam alokasi belanja modal dapat meningkatkan 
kinerja perekonomian antar wilayah daerah otonom secara keseluruhan dan 
mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan 
pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan perspektif pentingnya studi ini, selanjutnya dipilih topik lebih 
spesifik yang dirumuskan dalam judul Disertasi “ Pengaruh Alokasi Belanja 
Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Penyerapan 
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/kota Di Provinsi 
Sulawesi Selatan”. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan 
penelitian dapat disusun sebagai berikut: 
1. Apakah alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan? 
2. Apakah alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi ekonomi 
berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi  
Sulawesi Selatan? 
3. Apakah alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan? 
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4. Apakah alokasi belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 
tenaga kerja berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas, 
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan  
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Menganalisis pengaruh alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi 
terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
3. Menganalisis alokasi belanja modal  dan pertumbuhan ekonomi terhadap 
penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi  Sulawesi Selatan. 
4. Menganalisis pengaruh alokasi belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan 
penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil dari studi ini, nantinya diharapkan memberikan beberapa manfaat, 
khususnya yang terkait pengembangan keilmuan (teoritis) dan studi empirik serta 
pengembangan kebijakan pembangunan, sebagai berikut; 
1. Bermanfaat bagi pengembangan keilmuan/teori, dimana secara induktif 
memberikan hasil studi empirik yang menunjukan korelasi antar variabel-
variabel yang diteliti. 
2. Bermanfaat bagi penetapan dan implementasi kebijakan pemerintah, 
khususnya pemerintah kabupaten/kot di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
mengalokasikan belanja modalnya pada APBD untuk meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 
penyerapan tenaga kerja. 
3. Bermanfaat sebagai dasar berpikir bagi pengembangan kegiatan studi 
selanjutnya, baik dengan lokasi dan wktu yang berbeda maupun dengan 
pengembangan dan penyempurnaan variabel-variabel studi terkait. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
2.1. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah 
Desentralisasi sering diartikan sama dengan otonomi daerah. Secara 
teoritis desentralisasi merupakan penyerahan fungsi dan otoritas pemerintah 
nasional kepada pemerintah sub-nasional atau lembaga independen (The World 
Bank Group, 2004). Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan. Sedangkan otonomi daerah merupakan hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
perundang-undangan. 
Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal terdapat 3 (tiga) asas yang harus 
diperhatikan. Pertama adalah asas desentralisasi yang merupakan penyerahan 
wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai undang-undang. Kedua adalah asas 
dekonsentrasi yang menitikberatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah 
pusat ke pemerintah kabupaten/kota sebagai wakil pemerintah pusat dan atau 
perangkat pusat di daerah. Ketiga adalah asas tugas pembantuan yang 
merupakan penugasan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan 
tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber 
daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaannya (Nurkholis dan Brojonegoro, 2003) 
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Tujuan utama desentralisasi di berbagai negara adalah untuk 
meningkatkan pelayanan publik (Shah and Thompson, 2004 dan Ahmed et.al, 
2005;). Desentralisasi fiskal juga bertujuan agar pemerintah kabupaten/kota 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya melalui peningkatan 
pelayanan publik dan menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat daerah 
untuk meningkatkan demokrasi (Suwandi, 2007). Walaupun demikian, 
desentralisasi tidak selalu menjadi cara yang efektif dalam memperbaiki 
pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya institusi di 
pemerintah kabupaten/kota, masih kurangnya kapasitas administratif pada 
pemerintah kabupaten/kota (Elhiraika, 2007).  
2.1.1. Teori Dasar Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal 
Model desentraliasi fiskal yang dianut sejumlah negara dalam menjawab 
tuntutan pembangunan dewasa ini termasuk Indonesia diderivasikan ke dalam 
bentuk perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam persepektif teori, 
perimbangan keuangan daerah tersebut bermakna mendekatkan pemerintah 
kepada masyarakat sebagai their constituens, sehingga dalam sistem 
pemerintahan, yang berkewajiban menjalankan fungsi pembangunan yang 
terdesentralisasi akan menciptakan efisiensi dalam aktivitas perekonomian. 
Berbagai kajian telah menjelaskan dampak dari desentralisasi terhadap 
perekonomian, termasuk di dalamnya penghantaran layanan publik (public 
service delivery), untuk mengantarkan masyarakat memperoleh haknya untuk 
untuk hidup sejahtera. Hubungan desentralisasi dengan perekonomian, layanan 
publik dan kesejahteraan masyarakat selama ini diderivikasi dari fiscal federalism 
theory (Musgrave and Musgrave, 1983; Rosen and Gayer, 2008; Hyman, 2010). 
Asumsi dasar yang dipergunakan dalam fiscal federalism theory adalah 
pemerintah akan selalu bersifat bijaksana dan akan berusaha untuk membuat 
keputusan-keputusan ekonomi publik yang efisien dan efektif berdasarkan 
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collective preferences dari masyarakatnya. Keputusan publik pemerintah atas 
sumber-sumber ekonomi bagi peningkatan kesejahteraa masyarakatnya 
(Khusaini, 2006). 
Berdasarkan pada asumsi tersebut, dapat dijustifikasi bahwa semua 
konsumsi untuk semua jenis barang publik tidak dikonsumsi dalam ruang lingkup 
nasional, tetapi dibatasi oleh wilayah geografis dari masing-masing daerah 
dengan kelompok masyarakat yang memiliki preferensi dan karakteristik yang 
berbeda pula. Dengan demikian, bila pemerintah pusat mengambil alih semua 
tanggung jawab atas barang publik, maka pemerintah pusat cenderung untuk 
mengalokasi barang publik tersebut secara merata dan seragam atas semua 
daerah, meskipun tiap daerah memiliki selera dan kebtuhan yang berbeda atas 
kualitas dan kuantitas barang publik tersebut. Hal inilah yang mendasari argumen 
pokok bahwa desentralisasi fiskal akan mampu menciptakan efisiensi dalam 
penyediaan publik, khususnya efisiensi alokasi dan efisien produksi yang pada 
akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
Mengacu pada asumsi tersebut, perspektif fiscal federalism theory, 
mengajukan dua perseptif yang menjelaskan dampak ekonomi dari 
desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal, yakni traditional theory (first 
generation theory) dan new perspecktive theories (second generation theories). 
Perspektif teori tradisional, juga dikenal dengan first generation theory tentang 
fiscal federalism menekankan keuntungan alokatif dari model desentralisasi. 
Terdapat dua ide utama yang mendasari keuntungan alokatif ini, yakni: (1) 
penggunaan “knowledge in society”, sebagaimana Hayek dalam Khusaini (2006) 
menyebutkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan yang 
terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien. 
Dalam perspektif keuangan publik, pemerintah lokal mempunyai informasi yang 
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lebih baik dan cermat dibandingkan pemerintah pusat, khsusnya tentang kondisi 
dan karakteristik daerah serta potensi sumberdaya yang dimiliki oleh masing-
masing daerah.  Informasi yang yang lengkap dan cermat tersebut mengantarkan 
pemerintah daerah dalam mengambil dan menetapkan keputusan dapat secara 
tepat berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik dibandingkan bila 
pemerintah pusat yang harus mengambil keputusan, termasuk implementasi 
pembangunan untuk kepentingan pelayanan publik dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
Kedua, persaingan antar daerah seperti dikemukakan oleh Tiebout 
(1956), Rosen and Gayer (2008), Hyman (2010), pandangan tentang aspek 
persaingan antara pemerintah daerah dalam alokasi pengeluaran publik 
memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai 
dengan selera dan keinginan masing-masing individu atau kelompok masyarakat. 
Kondisi ini sulit terjadi, jika pemerintah pusat yang berperan menyediakan barang 
dan jasa publik, di mana cenderung seragam pada semua daerah, sehingga 
karakteristik dan potensi sumberdaya daerah tidak dapat ditonnjolkan. 
Rosen and Gayer (2008) dan Hyman (2010) mempertegas teori fiscal 
federalism ini dengan menekankan pentingnya revenue dan expenditure 
assignment antar tingkatan pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Boex and Martinez_Varquez (2006) melihatnya 
dalam tahapan yakni the assignment of expenditure responsibilities, the revenue 
assigment, intergovernmental transfer, and local government borrowing. 
Selanjutnya, new perspective theory, atau dikenal juga second generation 
theories memberikan penekanan pada perubahan perilaku pemerintah daerah, 
sebelum dan setelah implementasi desentralisasi fiskal. Teori ini menjelaskan 
bagaimana pelaksanaan desentralisasi mempengaruhi prilaku pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah akan semakin responsif terhadap kepentingan 
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masyarakatnya, setelah pemerintah pusat melimpahkan berbagai kewenangan 
baik fiskal maupun program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Implikasi desentralisasi 
akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, terutama didorong oleh seberapa besar fiskal insentif yang diberikan 
kepada masyarakat daerah bersangkutan (Martinez-Varquez and McNab, 2005; 
Khusaini 2006). 
Pada dasarnya second generation theories ini memberikan penekanan 
pada dua mekanisme dalam menselaraskan kepentingan pemerintah daerah 
dengan kemakmuran ekonomi, interaksi horizontal antar pemerintah daerah dan 
interaksi vertikal antar level pemerintahan (khusaini, 2006). Pertama, dalam 
keadaan pasar barang dan jasa yang mobilitasnya tinggi, kompetisi antar 
pemerintah daerah merupakan alat insentif yang penting bagi penyediaan jasa-
jasa publik. Persaingan antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan 
kepada pasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Kedua, 
keterkaitan yang erat antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah 
juga dapat menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan 
kemakmuran ekonomi di daerah. 
2.1.2. Pengeluaran Pemerintah 
Secara teoritik, pengeluaran pemerintah (government expenditure) 
diarahkan untuk dua tujuan utama, yaitu; (1) merangsang atau menggerakkan 
kegiatan ekonomi secara umum; (2) menjalankan mesin birokrasi atau roda 
pemerintahan. Berdasarkan tujuan tersebut, pengeluaran pemerintah secara 
garis besar dapat di bagi  atas dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin 
dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin lebih diarahkan untuk tujuan 
merangsang atau menggerakkan kegiatan ekonomi dan pengeluaran 
24 
  
pembangunan lebih diarahkan untuk tujuan sebagai mesin birokrasi atau roda 
pemerintah. 
Berdasarkan Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007, 
pengeluaran pemerintah dapat dilihat dilihat dari belanja daerah dan pembiayaan 
daerah. Belanja daerah terbagi dalam dua komponen utama, yakni belanja tidak 
langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan alokasi 
belanja daerah yang prinsipnya tidak dirasakan atau tidak diterima manfaatnya 
secara langsung oleh masyarakat yang meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, 
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 
Sedangkan belanja langsung merupakan alokasi belanja yang manfaatnya 
ditujukan secara langsung dapat diterima oleh masyarakat, baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang 
dan jasa serta belanja modal. 
Jika dikaitkan dengan bentuk pengeluaran pemerintah, maka belanja 
langsung dalam bentuk belanja modal termasuk dalam kategori belanja 
pembangunan, sedangkan belanja tidak langsung termasuk kategori belanja 
rutin. Belanja modal merupakan kategori belanja daerah yang tertuang dalam 
APBD berupa pengadaan aset tetap berwujud dan memiliki manfaat lebih dari 12 
bulan. Hal ini ditegaskan dalam PP 58/2005 bahwa belanja modal adalah 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian asset tetap dan asset 
lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peraatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan. Hal yang sama 
dikemukakan dalam Permendagri 13/2006, belanja modal didefinisikan sebagai 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 
pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk 
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tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan 
dan asset tetap lainnya. 
Definisi belanja modal dalam perspektif PP dan Permendagri tersebut, 
merupakan penegasan terhadap penggolongan belanja modal yang didasarkan 
atas standar akuntansi pemerintahan (SAP). Belanja modal digolongkan atas 
belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, 
belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja tetp lainnya dan belanja asset 
lainnya. 
Hal ini mempertegas bahwa setiap belanja modal merupakan investasi, 
karena secara teoritis dapat dipastikan ada manfaatnya bagi masyarakat. Selain 
itu secara faktual, belanja modal diekspektasikan digunakan untuk kegiatan 
pemerintahan yang bermanfaat baik secara ekonomis, sosial dan atau manfaat 
lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani 
masyarakatnya. Secara ekonomis, investasi sektor publik melalui alokasi belanja 
modal tersebut menjadi instrumen paling penting bagi pemerintah daerah 
sebagai lokomotif percepatan aktivitas ekonomi masyarakat. 
Halim (2008) secara tegas mengelompokkan investasi sektor publik 
pemerintah daerah ke dalam enam kategori, yakni: (a) investasi sosial yang lebih 
memperhatikan aspek keberpihakan pada kelompok masyarakat tertentu; (b) 
investasi untuk membentuk generator pertumbuhan yang difokuskan pada 
kebijakan strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal, (c) investasi 
untuk layanan publik, (d) investasi untuk penciptaan return, baik jangka panjang 
maupun jangka pendek dalam konteks ini memperhatikan aspek bisnis, (e) 
investasi untuk menciptakan  business  baru yang lebih mengedepankan pada 
upaya inovatif sumber-sumber ekonomi baru, (6) investasi yang menciptakan 
penghematan maupun peningkatan kapasitas ketugasan pada aparatur 
pemerintah daerah yang ukurannya adalan efisiensi. 
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Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan 
pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui 
peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong 
timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan 
berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 
Abdullah dan Halim (2006), menunjukkan bahwa pengalokasian belanja 
modal berkaitan dengan ketersediaan pendanaan dari pendapatan daerah. 
Sementara Sularso dan Restianto (2011), memperlihatkan bahwa alokasi belanja 
modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga anggaran 
yang dialokasikan dapat menjadi stimulus terhadap perekonomian. 
2.2.  Teori Pertumbuhan Ekonomi 
Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu 
pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan 
pembangunan (Todaro:2006). Ada tiga macam ukuran untuk menilai 
pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output per 
pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan 
untuk menilai pertumbuhan  kapasitas  produksi  yang  dipengaruhi  oleh  adanya  
peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per 
tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing 
wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan 
output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi 
(Bhinadi:2003). 
Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka 
panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak 
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jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh 
sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi 
(Jhingan, 2004 dan Nafziger, 2006). Definisi ini memiliki tiga komponen: 
Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara 
terus menerus persediaan barang. Kedua, kemajuan teknologi merupakan faktor 
dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan, 
kemampuan dalam menyediakan aneka barang kepada penduduk. Ketiga, 
penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian 
di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat 
dimanfaatkan secara tepat. 
Todaro dan Smith (2003) mengidentifikasikan bahwa terdapat tiga faktor 
utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: 
1. Akumulasi modal, 
Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari 
pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan 
memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan 
pabrik baru, mesin-mesin dan peralatan dan bahan baku meningkatkan 
stok modal (capital stock) fisik suatu negara yakni total nilai riil netto atas 
seluruh barang modal produktif secara fisik dan hal itu jelas 
memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa-masa yang akan 
datang. 
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. 
Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara 
tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu 
pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan 
meningkatkan tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk 
yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. 
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3. Kemajuan Teknologi  
Kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber 
pertumbuhan ekonomi yang terpenting. Dalam pengertian yang paling 
sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukan cara baru atau 
perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan 
tradisional.  Kemajuan teknologi tersebut dapat beragam sifatnya, yaitu 
pertama, teknologi yang bersifat netral. Kemajuan teknologi yang netral 
terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat 
produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi 
faktor input yang sama. Kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga 
kerja, dan ketiga, kemajuan teknologi hemat modal. Di negara-negara 
dunia ketiga yang melimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan 
teknologi, hemat modal merupakan sesuatu yang amat diperlukan. 
Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya 
yang lebih efisien.  
Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan seperti yang diuraikan 
sebagai berikut: 
2.2.1. Teori Pertumbuhan  Rostow 
Teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu 
negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. 
Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan negara-negara di dunia, Rostow 
mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (the stage 
of economic growth). Menurutnya bahwa proses pertumbuhan dapat dibedakan 
kedalam lima tahap dan setiap negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam 
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salah satu dari kelima tahapan tersebut. Adapun lima tahapan pertumbuhan 
tersebut antara lain; masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas 
landas, gerakan kearah kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi (Rustiadi. dkk, 
2007 dan Prasetyo, 2009 ). Untuk menuju  tahap lepas landas  di mana 
perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk 
terus berkembang (self-sustained growth). Rostow mensyaratkan adanya 
penanaman modal yang  produktif dari 5% menjadi10% dari produksi nasional 
nettonya, karena dengan adanya kenaikan penanaman modal inilah 
perekonomian dapat berkembang melebihi perkembangan penduduknya 
(Suryana, 2000). 
2.2.2   Teori Pertumbuhan Transformasi Struktural 
Teori ini berfokus pada mekanisme yang membuat negara-negara miskin 
dan berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara 
mentransformasi  struktur  perekonomiannya  dari  yang  semula  sektor  
pertanian yang bersifat tradisional menjadi dominan ke sektor industri manufaktur 
yang lebih modern dan sektor jasa-jasa. Teori ini dipelopori oleh W. Arthur Lewis 
dan Hollis Chenery. 
Menurut Lewis, dalam perekonomian yang terbelakang ada 2 sektor yaitu 
sektor pertanian dan sektor industri manufaktur. Sektor pertanian adalah sektor 
tradisional dengan marjinal produktivitas tenaga kerjanya nol. Dengan kata lain, 
apabila tenaga kerjanya dikurangi tidak akan mengurangi output dari sektor 
pertanian. Sektor industri modern adalah sektor modern dan output dari sektor ini 
akan  bertambah  bila  tenaga  kerja  dari  sektor  pertanian  berpindah  ke  sektor 
modern ini. Dalam hal ini terjadi pengalihan tenaga kerja, peningkatan output dan 
perluasan kesempatan kerja. Masuknya tenaga kerja ke sektor modern akan 
meningkatkan produktivitas dan meningkatkan output. 
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Sementara Chenery lebih memfokuskan pada perubahan struktur dalam 
proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian 
suatu negara berkembang yang mengalami transformasi dari sektor pertanian ke 
sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Menurut Teori 
Hollis Chenery, transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan 
dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan 
bergeser dari yang mula-mula mengandlkan sektor pertanian menuju sektor 
industri (Prasetyo, 2009). Dalam hal ini, sumbangan sektor industri pada 
pendapatan nasinal meningkat dan sumbangan sektor pertanian mengalami 
penurunan pada saat  pendapatan per kapita meningkat. Model ini menyatakan 
bahwa peningkatan bahwa peningkatan tabungan dan investasi diperlukan untuk 
terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pola ini juga mensyaratkan bahwa selain 
akumulasi modal fisik dan manusia, diperlukan pula himpunan perubahan yang 
saling berkaitan dalam struktur perekonomian suatu negara untuk dapat 
terjadinya perubahan dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. 
Perubahan struktur ini melibatkan seluruh fungsi ekonomi termasuk transformasi 
produksi dan perubahan dalam komposisi permintaan konsumen, perdagangan 
internasional serta perubahan-perubahan sosial ekonomi, seperti urbanisasi, 
pertumbuhan dan distribusi penduduk. 
2.2.3. Teori Pertumbuhan Solow 
Teori ini menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi, 
pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output 
perekonomian  dan  pertumbuhannya  sepanjang  waktu  (Mankiw:2007).  Dalam 
teori ini perkembangan teknologi diasumsikan sebagai variabel yang eksogen. 
Hubungan antara output, modal dan tenaga kerja dapat ditulis dalam bentuk 
fungsi sebagai berikut. 
y = f (k)       (2.1) 
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Dari persamaan 2.1 terlihat bahwa output per pekerja (y) adalah fungsi 
dari capital stock per pekerja. Sesuai dengan fungsi produksi yang berlaku 
hukum “the law of deminishing return”, dimana pada titik produksi awal, 
penambahan kapital per pekerja akan menambah output per pekerja lebih 
banyak, tetapi pada titik tertentu penambahan  capital stock per pekerja tidak 
akan menambah output per pekerja dan bahkan akan bisa mengurangi  output 
per pekerja. Sedangkan fungsi investasi dituiskan sebagai berikut: 
i = s f(k)       (2.2) 
Dalam persamaan tersebut, tingkat investasi per pekerja merupakan fungsi 
capital stock per pekerja. Capital stock sendiri dipengaruhi oleh besarnya 
investasi dan penyusutan dimana investasi akan menambah capital stock dan 
penyusutan akan menguranginya. 
Δk =  i -  kt          (2.3)    
 adalah porsi penyusutan terhadap capital stock. Tingkat  tabungan  yang  tinggi  
akan  berpengaruh  terhadap  peningkatan capital stock dan akan meningkatkan 
pendapatan sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tetapi   
dalam kurun waktu  tertentu pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan 
jika telah mencapai apa yang disebut steady-state level of capital. Kondisi ini 
terjadi jika investasi sama dengan penyusutan sehingga perubahan persediaaan 
modal (k) dan output f(k) adalah tetap. 
Selain tingkat tabungan, pertumbuhan juga dipengaruhi oleh 
pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi lebih bisa menjelaskan 
pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Populasi meningkatkan jumlah 
tenaga kerja dan dengan sendirinya akan mengurangi capital stock per pekerja. 
Tingkat pertumbuhan populasi dan tingkat penyusutan secara bersama-sama 
akan mengurangi capital stock. Pengaruh pertumbuhan populasi secara  
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matematis dapat ditulis sebagai berikut: 
Δk =  sf(k)  -  ( + n) kt      (2.4) 
dimana n adalah tingkat pertumbuhan populasi. Dalam teori ini diprediksi bahwa 
negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi akan memiliki GDP per 
kapita yang rendah (Mankiw, 2007). 
Kemajuan teknologi dalam teori Solow dianggap sebagai faktor eksogen. 
Dalam perumusan selanjutnya fungsi produksi adalah Y = f(K,L,E), dimana E 
adalah efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya y adalah Y/LE dimana LE 
menunjukkan jumlah tenaga kerja efektif. Pengaruh dari kemajuan teknologi   
terhadap perubahan modal dapat dirumuskan sebagai 
Δk =  sf(k)  -  ( + n + g) kt,       (2.5) 
dimana g menggambarkan kemajuan teknologi melalui efisiensi tenaga kerja. 
Dampak dari kemajuan teknologi adalah dapat memunculkan pertumbuhan 
ekonomi secara berkelanjutan karena mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja 
yang terus tumbuh. 
Menurut teori Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu 
pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan 
akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu 
meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik 
maupun non-fisik. Mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan 
pendapatan per tenaga kerja sehingga pemberian kesempatan untuk berinovasi 
pada sektor swasta akan berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi. 
2.2.4   Teori Pertumbuhan Endogen 
Model teori selanjutnya adalah teori pengembangan model Solow. 
Diantaranya teori pertumbuhan endogen yang berusaha menjelaskan bahwa 
sumber-sumber  pertumbuhan  adalah  peningkatan  akumulasi  modal  dalam  
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arti yang luas. Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik tetapi juga yang 
bersifat  non-fisik   berupa   ilmu   pengetahuan   dan   teknologi.   Perkembangan 
teknologi ini akan mengembangkan inovasi sehingga meningkatkan produktivitas 
dan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Adanya penemuan-penemuan baru berawal dari proses learning by 
doing, yang dapat memunculkan penemuan-penemuan baru yang meningkatkan 
efisiensi produksi. Efisiensi ini yang dapat meningkatkan produktivitas. Sehingga 
dalam hal ini kualitas sumber daya manusia adalah faktor yang berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Teori   ini   memasukkan   unsur   human   capital   sebagai   unsur   yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan. Human capital berperan sama dengan 
kapital yang bersifat fisik. Model awal teori ini ditulis sebagai 
Y (t) =  K (t)α
 
{A(t)βH(t)}1-α-β, α>0, β>0, α +β < 1 (2.6) . 
Y: Output 
K: Persediaan Modal Fisik 
A: Kemajuan Teknologi 
H: Labor Service 
K dan H bersama-sama mempengaruhi output dan berlaku constant return to 
scale. Variabel H bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan 
jumlah tenaga kerja sebagaimana dinotasikan sebagai berikut 
H(t) = L(t) G(E)     (2.7)  
dimana L adalah jumlah tenaga kerja, G adalah fungsi dari human capital  per  
tenaga  kerja  yang  digambarkan  dalam  tingkat  pendidikan tenaga  kerja  (E).  
Variabel  K  dan  L  adalah  dinamik  dan  dinotasikan  sebagai berikut. 
K*(t) =  sK Y(t) dan L*(t) =  nL(t)   (2.8) 
sK adalah bagian dari output yang disisihkan untuk akumulasi modal dengan 
34 
  
asumsi tidak ada depresiasi, dan n adalah faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Sementara itu teknologi sebagai faktor yang 
eksogen, dan SDM dinotasikan sebagai berikut H*(t) =  sH Y(t) dimana sH 
adalah bagian dari sumber daya yang dicurahkan untuk akumulasi modal sumber 
daya manusia. 
Dalam accounting growth persamaan (2.6) bisa diubah dalam bentuk 
logaritma  natural  dengan  membagi  masing-masing  sisi  dengan  L  sehingga 
menjadi sebagai berikut. 
Ln Yi/Li = αLn Ki/Li + (1-α) ln Hi/Li + (1-α) ln Ai      (2.9).  
Persamaan (2.9) menggambarkan kontribusi kapital per tenaga kerja, labor 
service per worker, dan residual terhadap output per worker. Persamaan tersebut 
dapat diturunkan lagi dengan mengurangi   αLn(Yi/Li) dan asilnya adalah sebagai 
berikut. 
Ln Yi/Li = α/(1- α) Ln Ki/Yi + ln Hi/Li +  ln Ai   (2.10). 
Persamaan (2.10) menggambarkan output per tenaga kerja yang 
dipengaruhi oleh  capital-output  ratio  (K/Y),  labor  services  per  worker  dan  
residual. Persamaan (2.9) dan (2.10) tidak jauh berbeda, tetapi persamaan jauh 
(2.10) lebih menggambarkan perubahan dalam jangka panjang dalam variabel 
labor service per worker (H/L) dan residual (A) (Romer : 2006). A adalah residual 
yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi output per worker, 
dimana termasuk di dalamnya adalah kemajuan teknologi. 
2.2.5. Teori Pertumbuhan Inklusif 
Teori pertumbuhan inklusif merupakan teori pertumbuhan yang bertujua 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan 
secara bersamaan (Ianchovichina and Lundstorm, 2009). Makna inklusif dalam 
teori ini diartikan sebagai pemberian kesempatan untuk masyarakat melakukan 
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kegiatan ekonomi secara efisien yang dilengkapi oleh proteksi pasar dan 
perpindahan tenaga kerja yang aman. Kesempatan yang dimaksud adalah 
lapangan kerja yang tersedia harus sebanding dengan penawaran tenaga kerja 
yang terbentuk. Keseimbangan lapangan kerja tersebut dapat direalisasikan 
dengan memperbaiki iklim bisnis dan investasi. investasi yang mapan akan 
mampu  meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan membuka 
kesempatan (Bank Dunia, 2011). 
Teori ini dikembankan oleh Richardo Haussman, Dani Rodrik, dan 
Andreas Velasco pada tahun 2005. Pendekatan ini mengungkap berbagai 
penyebab tidak sehatnya pertumbuhan ekonomi menjadi lambat yang 
disebabkan oleh tingkat investasi yang buruk. Pendekatan ini mengakui bahwa 
sektor swasta berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini 
diasumsikan bahwa sektor swasta yang kuat dapat meningkatkan produktitivitas 
dan berinvestasi ke dalam sektor-sektor yang ada dan membantu sektor tersebut 
menjadi sektor produktif. 
Teori pertumbuhan inklusif digunakan sebagai kerangka berpikir untuk 
mengidentifikasi penghambat pertumbuhan ekonomi dari sisi penyediaan 
lapangan kerja yang berasal dari pembentukan investasi. Sektor swasta di suatu 
daerah memiliki kelebihan tabungan yang dapat dialokasikan untuk investasi. 
Maka investasi tersebut cenderung digunakan untuk memperluas pasar dengan 
menambah output dan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Diagnosa 
pertumbuhan ini bekerja dengan cara menganalisa komponen pertumbuhan yang 
berpengaruh dan menemukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 
komponen tersebut. Menurut Haussman et.al (2005), komponen yang 
menghambat pertumbuhan di suatu wilayah adalah iklim investasi. Dalam teori 
ini, faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat investasi adalah tingginya 
pembiayaan investasi domestik dan rendahnya pengembalian invetasi.  
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2.3. Teori Ketimpangan 
Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan 
antar daerah timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya 
dan faktor produksi. Daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, 
terutama yang memiliki  barang  modal  (capital  stock)  akan  memperoleh 
pendapatan  yang  lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki 
sedikit sumber daya. 
Myrdal dalam Jhingan (2004), membangun teori ketimpangan 
pembangunan menggunakan ide dampak balik (backwash effect) dan dampak 
sebar (spread effect). Myrdal mendefenisikan dampak balik sebagai semua 
perubahan yang bersifat merugikan  dari  ekspansi  ekonomi  disuatu  tempat  
yang  dikarenakan  sebab-sebab diluar tempat tersebut. Dalam istilah ini Myrdal 
memasukkan keseluruhan dampak yang timbul dari proses sirkuler antara faktor-
faktor ekonomi maupun non ekonomi diantaranya migrasi, perpindahan modal 
(investasi), kekayaan alam dan konsentrasi kegiatan perdagangan. Dampak 
sebar menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara 
sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. 
Dampak balik (backwash effect) cenderung membesar dan dampak sebar 
(spread effect) semakin mengecil. Hal inilah menurut Myrdal yang menjadi 
penyebab utama ketimpangan pembangunan. 
 Menurut Kuznets   dalam  Kuncoro (2003) ketimpangan dalam  pembagian 
pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal 
pembangunan, baru kemudian selama tahap-tahap lebih lanjut dari 
pembangunan berbalik manjadi lebih kecil, atau dengan kata lain bahwa proses 
pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami kemerosotan yang cukup 
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besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu 
pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan pada tahap 
pembangunan lebih lanjut.  
Lebih  lanjut  Kuznets mengasumsikan bahwa kelompok pendapatan tinggi 
memberikan kontribusi modal dan tabungan yang besar sementara modal dari 
kelompok lainnya sangat kecil. Dengan kondis-ikondisi lain yang sama, 
perbedaan dalam kemampuan menabung akan mempengaruhi konsentrasi 
peningkatan proporsi pemasukan  dalam  kelompok  pendapatan  tinggi.  Proses  
ini akan menimbulkan dampak  akumulatif, yang lebih jauh akan meningkatkan  
kemampuan  dalam kelompok pendapatan tinggi, kemudian akan memperbesar 
kesenjangan pendapatan dalam suatu negara. 
Sementara Freedman's (dalam Kuncoro,2003) menyatakan bahwa atas 
dasar kenyataan pada sejarah proses pembangunan spasial menekankan bahwa 
pembangunan ekonomi mempunyai kecenderungan untuk berkonsentrasi pada 
suatu daerah yang diawali oleh arus urbanisasi yang kemudian diikuti oleh 
pembangunan sarana dan prasarana. 
Perroux  (dalam  Jhingan, 2004) menyatakan  bahwa  pembangunan  
ekonomi yang tidak merata terjadi di berbagai daerah, tetapi mengelompok pada 
pusat-pusat pertumbuhan dan hal ini akan menentukan perkembangan ekonomi 
daerah lain yang lebih lambat perkembangan ekonominya. 
Teori Pusat Pengembangan (Growth Poles Theory) merupakan salah satu 
alat yang  ampuh untuk  mencapai  tujuan  pembangunan regional  yang saling 
bertolak belakang yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruh 
pelosok daerah (Sjafrizal, 2008). Teori ini dapat menggabungkan kebijakan dan 
program pembangunan wilayah dan perkotaan secara terpadu. 
Hirschman dalam Kuncoro (2003) perbedaan karakteristik alam, sosial, 
ekonomi, dan  sumber daya  alam  yang penyebarannya berbeda disetiap  
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provinsi. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan 
pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan   
perekonomian   yang   berdampak meningkatnya ekonomi di beberapa provinsi 
atau wilayah yang memiliki sumber daya  alam   yang  melimpah. Kekayaan  
alam   yang  dimiliki  seharusnya  dapat menjadikan nilai tambah dalam 
meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tesebut  
diharapkan  memberikan  dampak  menyebar  (trickle  down effect).  Hanya  saja  
kekayaan  alam  ini  tidak  dimiliki  oleh  seluruh  Provinsi  di Indonesia secara 
merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan 
atau kesenjangan antar daerah.  
Menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan 
aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah.  Ketimpangan  
ini  pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya 
alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing 
wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong 
proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah  mengherankan  
bilamana  pada  setiap  daerah  biasanya  terdapat wilayah maju dan wilayah 
terbelakang. Terjadinya ketimpangan ini membawa implikasi terhadap tingkat 
kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan 
pembagunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi 
kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 
Kuznets dalam Tambunan (2003) mengemukakan suatu hipotesis yang 
terkenal dengan sebutan “Hipotesis U terbalik”.  Hipotesis ini dihasilkan melalui 
suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara di dunia. Pada 
tahap awal pertumbuhan ekonomi, terdapat trade-off antara pertumbuhan dan 
pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal 
pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang 
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pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar 
karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan 
tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan 
dengan sektor tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang , pada saat kondisi 
ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (maturity) dan dengan asumsi 
mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar 
negara tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju 
pertumbuhan output antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan 
tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-rata yang semakin tinggi 
di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan. 
Salah satu kajian yang menguatkan hipotesis Kuznets tersebut dilakukan 
oleh Williamson (Tambunan ,2003). Williamson untuk pertama kalinya 
menyelidiki masalah ketimpangan antar daerah dengan membobot perhitungan 
coefficient of variation (CV) dengan jumlah penduduk menurut wilayah. Dalam 
studinya ia menemukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi 
disparitas dalam distribusi pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada 
wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam 
pembangunan industri, infrastruktur, dan SDM. Kemudian dalam tahap 
pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terjadi konvergensi dan ketimpangan 
dalam distribusi pendapatan akan mengalami penurunan. 
Ketimpangan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan 
kemiskinan karena tidak hanya fokus pada penduduk yang miskin, tetapi 
mencakup seluruh penduduk baik yang paling miskin hingga yang paling kaya. 
Para ekonom biasanya membedakan antara dua ukuran utama distribusi 
pendapatan, baik tujuan analitis maupun praktis; (1) distribusi pendapatan 
fungsional atau distribusi pendapatan menurut bagian faktor distributif (functional 
or factor share distribution of income); dan (2) distribusi pendapatan 
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perseorangan atau besaran pendapatan (personal or size distribution of income) 
(Todaro, 2009). 
Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan 
negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun 
negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat 
ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan 
namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.  
Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat 
kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan 
perkapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan telah 
merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih 
menekankan penggunaan modal dari pada penggunaan tenaga kerja sehingga 
keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat 
saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh 
seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi 
ketimpangan dalam distribusi pendapatan. 
Salah satu faktu penyebab ketimpangan antar daerah adalah mobilisasi 
sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah yang tidak merata. Sumber daya 
tersebut antara lain akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang 
dimiliki. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah 
menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar 
sektor ekonomi suatu daerah. Melihat fakta ini dapat dikatakan bahwa disparitas 
regional merupakan konsekuensi dari pembangunan itu sendiri (Syafrizal, 2008).  
Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi hanya pada  suatu daerah tertentu 
secara langsung berdampak pada disparitas pendapatan daerah yang sangat 
bervariasi. Daerah yang satu mampu memberikan pendapatan yang tinggi, 
sebaliknya daerah yang lain memberikan pendapatan yang relatif rendah. Pada 
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gilirannya, semua itu akan berimbas kembali pada kemampuan regional untuk 
tumbuh dan berkembang di masa mendatang.  
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu menjadi 
salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan antar 
daerah. Pembangunan ekonomi di daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi 
tinggi cenderung tumbuh pesat dibandingkan daerah yang memiliki tingkat 
konsentrasi kegiatan ekonomi daerah yang lebih rendah. Begitu pula, konsentrasi 
penduduk di dalam dan di sekitar kota-kota besar biasanya diikuti dengan 
adanya disparitas pendapatan antar daerah (Akita dan Lukman,1995).  
Dalam usaha untuk menekan laju ketimpangan ini, maka harus ditentukan 
kebijakan yang tepat. Pemilihan kebijakan yang tepat akan menciptakan 
stabilitas pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sesuai dengan apa yang 
dikehendaki oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan 
semua pelaku ekonomi dalam pembangunan daerah harus dilaksanakan sebaik-
baiknya. Pertumbuhan ekonomi daerah yang berbeda-beda akan menyebabkan 
terjadinya ketimpangan  ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. 
Dalam laporan Pembangunan Dunia tahun 2006, menyatakan bahwa 
faktor- faktor geografis dan historis yang mendasari ketimpangan antar wilayah 
sangat kompleks dan tumpang tindih. Kemampuan mengelola sumber daya yang 
rendah dan jarak dari pasar yang jauh dapat menghambat proses pembangunan 
di kawasan-kawasan tertinggal. Dalam banyak kasus, perbedaan-perbedaan 
ekonomi itu disebabkan oleh relasi yang tidak setara dan sudah berlangsung 
lama, antara kawasan-kawasan yang maju dengan yang tertinggal, serta 
kelemahan institusional pada waktu sebelumnya. 
Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk 
mengurangi ketimpangan  (disparity).  Peningkatan  pendapatan  per  kapita  
memang menunjukkan  tingkat  kemajuan  perekonomian  suatu  daerah.  Namun 
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meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa 
distribusi  pendapatan  lebih  merata.  Seringkali  di  negara-negara  berkembang 
dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga 
kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati 
sebagian masyarakat  saja.  Apabila  ternyata  pendapatan  nasional tidak  
dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan 
bahwa telah terjadi ketimpangan. Terdapat beberapa bentuk-bentuk ketimpangan 
dalam pembangunan daerah. 
2.3.1. Pengukuran Ketimpangan 
Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya 
pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat 
berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai kemerataan distribusi yang 
dimaksud, diantaranya yaitu kurva Lorens, Indeks Gini, Indeks Williamson dan 
Indeks Entropi Theil. 
1. Kurva Lorenz  
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional 
di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di 
sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif 
pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif 
penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar 
tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) 
menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, 
jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia 
mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional 
semakin timpang atau tidak merata. 
Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar 
dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase 
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penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase 
pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan 
semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi 
diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi. Kemungkinan yang 
digambarkan kurva Lorenz berikut yaitu : 
Gambar 2.1 
Kurva Lorenz 
 
Sumber: Todaro (2009)  
a.  Jika kurva Lorenz adalah diagonal 0A maka terlihat 50% penduduk 
(penerima pendapatan) memperoleh 50% pendapatan nasional, 
menggambarkan pembagian pendapatan sempurna merata. 
b.   Jika 50% penduduk yang paling rendah pendapatannya menerima 
25% pendapatan,   tergolong   pada   pembagian   pendapatan   cukup   
merata (kurva Lorenz 0CA). 
c.  Jika kurva Lorenz adalah sisi siku 0BA, maka 100% penduduk sama sekali 
tidak memperoleh pendapatan, menggambarkan pembagian pendapatan 
sempurna tidak merata. 
2. Indeks Gini 
Gini atau lengkapnya Corrado Gini merumuskan suatu ukuran untuk 
menghitung tingkat ketimpangan pendapatan personal secara agregatif yang 
B 
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diterima di atas tingkat tertentu. Hasil temuannya sering disebut sebagai gini 
coefficient atau indeks gini.  
Koefisien gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, 
yang menjelaskan kadar kemerataan pendapatan. Koefisien yang semakin 
mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya koefisien 
yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang. Angka 
rasio. Secara formal, koefisien Gini, G, dituliskan dengan rumus sebagai berikut: 
        (2.11) 
Dimana m adalah jumlah kategori (kelas) pendapatan, ni adalah jumlah agregat 
rumah tangga dalam kategori i terendah, Yi adalah pendapatan agregat seluruh 
rumah tangga dalam kategori I terendah, N adalah jumlah seluruh rumah tagga, 
dan Y adalah total pendapatan seluruh rumah tangga. 
Menurut Gini setiap kurva Lorenz dapat dihitung nilai angkanya yang 
selanjutnya disebut angka Gini dengan cara membagi luas yang dibentuk kurva 
Lorenz tersebut dengan total pendapatan. Dari gambar kurva Lorenz dapat 
terlihat: 
a. Jika kurva Lorenz  OCA, maka 
OBA
OCA
G   
b. Jika kurva Lorenz adalah diagonal OA maka 0
0

OBA
G , yaitu merata 
sempurna. 
c. Jika kurva Lorenz adalah sisi siku OBA, maka 1
OBA
OBA
G , yaitu merata 
tidak sempurna. 
3. Indeks Williamson 
Indeks Williamson ini diperkenalkan oleh Jeffry G Williamson, 
penghitungan nilai ini didasarkan pada indeks variasi (CV) dan Williamson 
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memodifikasi perhitungan ini dengan menimbangnya dengan proporsi penduduk 
wilayah. Berbeda halnya dengan indeks gini yang menghitung nilai distribusi 
pendapatan seluruh rumah tangga dalam suatu daerah atau negara, indeks 
Williamson ini dapat melihat besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar 
daerah dalam sebuah wilayah. Semakin besar angka indeks Williamson ini maka 
semakin besar pula tingkat ketimpangan yang terjadi. Indeks ini dapat dihitung 
dengan rumus: 
Y
n
fi
YYi
CV
n
ni




2)(
          CV= 0<CV<1   (2.12) 
CV  = Indeks ketimpangan pendapatan wilayah  
Yi  = PDRB per kapita provinsi i 
Y  = PDRB perkapita rata-rata provinsi 
fi    = Jumlah penduduk di provinsi i  
 n   = Jumlah penduduk nasional 
Batasan tingkat ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan ukuran ini, 
yaitu: 
a) Nilai indeks > 1, terjadi ketimpangan yang maksimum  
b) Nilai indeks 0,7 – 1 , terjadi ketimpangan yang tinggi  
c) Nilai indeks 0,4 – 0,6 , terjadi ketimpangan yang sedang  
d) Nilai indeks < 0,3 , terjadi ketimpangan yang rendah 
Pada waktu tingkat perkembangan perekonomian suatu negara masih 
rendah, maka tingkat kesenjangan pun semakin rendah (nilai CV rendah). Nilai 
CV ini terus meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangan 
ekonominya semakin tinggi. Sampai suatu saat tercapai titik balik, dimana tingkat 
perkembangan ekonomi negara semakin tinggi maka nilai Cvnya semkain 
rendah. Bagi negara-negara yang telah maju ternyata nilai Cvnya rendah, seperti 
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negara-negara yang belum berkembang. Apabila hubungan antara Indeks 
Williamson dengan perkembangan ekonomi digambarkan dengan grafik, maka 
grafik akan berbentuk hutuf U terbalik (Williamson, 1975). 
Menurut Williamson (1975), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
tingkat kesenjangan antara wilayah, yakni: 
a. Perpindahan Tenaga Kerja (Labor Migration) 
Perpindahan tenaga kerja antar daerah mungkin sangat selektif karena baik 
oleh hambatan keuangan dari pada tingkat pendapatan yang rendah atau 
kelambanan tradisional di wilayah masyarakat pedesaan, dan daerah non 
industri yang miskin. Orang-orang yang pindah mungkin ditandai sebagai 
orang-orang yang bersemangat dan berjiwa entrepneur, terdidik dan 
mempunyai keterampilan dan dalam unsur-unsur produktif. Perpindahan 
penduduk yang selektif semacam ini akan memberikan penekanan terhada 
adanya tendensi kearah terpencarnya pendapatan regional, tingkat 
partisipasi tenaga kerja, jika yang lain tetap, cenderung akan 
menguntungkan daerah yang kaya dan merugikan daerah yang miskin. 
Lebih dari itu, human capital  yang berharga cenderung mengalir keluar dari 
daerah miskin ke daerah kaya yang membuat sumber-sumber regional 
perkapita yang dimiliki akan lebih pincang dan ketiimpangan akan lebih 
besar. 
b. Perpindahan Modal (Capital Migration) 
Perpindahan modal swasta secara inter-regional cenderung berakibat buruk. 
Faedah eksternal ekonomis dan faedah umum yang berasal dari aglomerasi 
dari proyek-proyek modal di daerah kaya yang menyebabkan berpindahnya 
modal dari daerah miskin, hal ini cenderung memperjelas ketimpangan 
regional antara daerah kaya dan daerah miskin. Resiko yang tinggi, 
kekurangan kemampuan entrepreneur,  dan pasar modal yang belum 
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berkembang boleh jadi akan menekan kegiatan investasi dan akumulasi 
modal di daerah miskin. 
c. Kebijakan Pemerintah Pusat (Central Government Policy) 
Pemerintah pusat secara terang-terangan ataupun tidak melakukan usaha-
usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional yang menimbulkan 
peningkatan ketimpangan regional. Jika keadaan politik di wilayah yang 
miskin kurang memuaskan maka pemerintah pusat dapat saja mengalihkan 
investasi dari daerah miskin ke daerah kaya. Hal ini akan menyebabkan 
kesenjangan yang semakin besar. Tetapi apabila pemerintah pusat 
cenderung berlaku adil maka kebijaksanaannya dapat mengurangi 
kesenjangan ini. Dengan memperhatikan pola investasi regional pemerintah 
pusat, hendaknya jelas bahwa setelah pembangunan berlangsung, maka 
investasi pemerintah diharapkan semakin berkurang, dan dalam banyak hal 
investasi pemerintah akan dibiayai oleh investasi sebelumnya. 
d. Keterkaitan antar Daerah (Interregional Linkages) 
Secara umum dapat dikatakan bahwa permulaan pembangunan mungkin 
efek menyebar dari perubahan teknologi dan perubahan sosial serta 
pengganda pendapatan adalah kecil, tetapi selanjutnya diharapkan pada 
saat pembangunan telah berjalan, peningkatan disuatu daerah akan 
memberikan efek yang menyebar ke daerah disekitarnya. 
4. Indeks Theil 
Ukuran ketimpangan lain yang banyak digunakan adalah Indeks Entropi 
Theil. Indeks ini merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur 
ketimpangan dan konsentrasi industri yang menawarkan  tentang pendapatan 
regional perkapita dan kesenjangan pendapatan. Adapun dengan rumus Indeks 
Entropi Theil (Ying, 2000) sebagai berikut: 
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    (2.13) 
Dimana: 
I(y) : Indeks Entropi Theil 
yj : PDRB per kapita kabupaten/kota j 
Y : Rata-rata PDRB per kapita Provinsi 
xj : Jumlah penduduk Kabupaten/Kota j 
X : Jumlah penduduk Provinsi 
Dengan indikator bahwa, semakin besar nilai Indeks Entropi Theil maka semakin 
besar ketimpangan yang terjadi. Begitu pula sebaliknya apabila Indeks Entropi 
Theil maka semakin merata terjadinya pembangunan. 
5. Kriteria Bank Dunia  
Bank Dunia yang bekerjasama dengan Institute of Development Studies 
menentukan kriteria tentang penggolongan distribusi pendapatan, apakah dalam 
keadaan ketimpangan yang parah, sedang, atau ringan. Kriteria tersebut 
menunjukkan bahwa: 
a. Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan terendah memperoleh 
sekitar kurang 12 persen jumlah pendapatan negara tersebut maka hal ini 
termasuk ke dalam ketimpangan yang tinggi.  
b. Kelompok  kedua  adalah  40  persen dari jumlah penduduk yang  
berpendapatan terendah, tetapi hanya menerima antara 12-17 persen dari 
seluruh pendapatan negara. Golongan ini masih dapat dikatakan sebagai 
keadaan dengan ketimpangan yang sedang.  
c. Jika golongan penduduk yang 40 persen tersebut memperoleh lebih dari 17 
persen dari total pendapatan negaranya, maka tingkat ketimpangannya 
termasuk rendah. 
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2.3.2. Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah 
Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi 
modal, ketimpangan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh 
suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang 
bersangkutan (Riadi, 2007). Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik 
suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar 
daerah dan  antar  sektor  ekonomi  suatu  daerah.  Bertitik  tolak  dari  
kenyataan  itu, ketimpangan/kesenjangan antar daerah merupakan  konsekuensi  
logis pembangunan  dan  merupakan  suatu  tahap  perubahan  dalam 
pembangunan  itu sendiri.  
Menurut  Myrdal  (1957),  perbedaan  tingkat  kemajuan  ekonomi  antar 
daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan 
(backwash effects) mendominasi pengaruh yang  menguntungkan (spread 
effects) terhadap pertumbuhan daerah,  dalam  hal  ini  mengakibatkan proses 
ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara 
normal akan cenderung meningkat  bukannya   menurun,  sehingga  
mengakibatkan  ketimpangan  antar daerah (Pakpahan, 2009). 
Adapun faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah 
(Manik, 2009) yaitu : 
1. Perbedaan kandungan sumber daya alam 
 
Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber 
daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan 
antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, atau 
kesuburan lahan tentunya  mempengaruhi proses pembangunan di  masing-
masing  daerah. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah 
lain tidak memilikinya. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang 
cukup besar, tetapi daerah tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat 
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kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya 
untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. 
Perbedaan kandungan  sumber  daya alam ini  jelas akan  
mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah  yang  bersangkutan.  Daerah 
dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat  
memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah 
dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya 
alam yang lebih rendah. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi 
daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah 
lain. 
2. Perbedaan Kondisi Demografi 
 
Faktor utama  lain  yang  juga dapat  mendorong  terjadinya 
ketimpangan antar daerah adalah jika terdapat perbedaan kondisi demografi 
yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografi meliputi tingkat pertumbuhan 
dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi 
ketenagakerjaan dan tingkah laku masyarakat daerah tersebut.  
Perbedaan kondisi demografi ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan 
antar daerah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja 
masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi 
yang baik akan cenderung memiliki produktivias kerja yang lebih tinggi sehingga 
hal   ini   akan   mendorong   peningkatan   investasi   yang   selanjutnya   akan 
meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah 
yang bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi 
demografinya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya 
produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang 
menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah 
bersangkutan akan menjadi lebih rendah. 
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3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa 
 
Mobilitas barang dan jasa (perdagangan) antar daerah jelas akan 
mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagaimana kita 
ketahui bahwa bila kegiatan perdagangan (baik internasional maupun antar 
wilayah) kurang lancar maka proses penyamaan harga faktor produksi (Factor 
Price Equilization) akan terganggu. Akibatnya penyebaran proses pembangunan 
akan terhambat dan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung 
menjadi tinggi.  
Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antardaerah 
dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi 
spontan. Bila  mobilitas  barang  tersebut  kurang  lancar  maka  kelebihan  
produksi  suatu daerah  tidak  dapat  dijual  ke  daerah  lain  yang  
membutuhkan.  Demikian  pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar 
menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah yang tidak dapat 
dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, 
ketimpangan antar daerah akan cenderung tinggi. Mobilitas barang dan jasa 
ini mengacu pada penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas di 
dalam suatu daerah, seperti : jalan, jembatan, alat transportasi baik darat, laut 
maupun udara dan lain-lain. 
4   Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah 
Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah yang cukup tinggi 
akan  cenderung  mendorong  meningkatnya  ketimpangan  pembangunan  antar 
daerah karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah 
dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Demikian pula 
sebaliknya terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih 
rendah.  
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Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana 
terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut 
selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan 
penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula, 
apabila konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang 
selanjutnya juga mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat 
pendapatan masyarakat setempat. 
Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh 
beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada 
daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral 
lainnya. Terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya 
menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Kedua, meratanya fasilitas 
trasnportasi, baik darat, laut, dan udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi 
kegiatan ekonomi antar daerah.  Ketiga,  kondisi  demografi  (kependudukan)  
juga  ikut  mempengaruhi karena  kegiatan  ekonomi akan  cenderung  
terkonsentrasi dimana  sumber  daya manusia tersedia dengan kualitas yang 
lebih baik. 
5.   Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah 
Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat menarik 
lebih banyak investasi pemerintah dan swasta akan cenderung mempunyai 
tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Selanjutnya akan 
mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan tenaga kerja yang 
lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi.  
Alokasi  investasi pemerintah ke daerah  lebih banyak ditentukan oleh 
sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah 
yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung 
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lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan 
antardaerah cenderung  tinggi.  Akan  tetapi sebaliknya  bilamana  sistem 
pemerintahan  yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah 
akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan 
antar daerah akan cenderung lebih rendah.  
Tidak demikian halnya dengan investasi swasta yang lebih banyak 
ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekuatan yang berperan banyak 
dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang 
dimiliki oleh suatu daerah, sedangkan keuntungan lokasi tersebut ditentukan 
pula oleh ongkos transportasi baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang 
harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsenstrasi pasar, 
tingkat persaingan  usaha  dan  sewa  tanah.  Termasuk ke  dalam keuntungan  
lokasi  ini adalah keuntungan aglomerasi yang timbul karena terjadinya 
konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daerah tertentu. 
Karena itu, tidaklah mengherankan  bilamana  investasi  cenderung  lebih  
banyak  terkonsentrasi  di daerah  perkotaan  dibandingkan  dengan  daerah  
pedesaan.  Kondisi ini menyebabkan perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat 
dibandingkan dengan daerah pedesaan.  
2.4. Teori Ketenagakerjaan 
Secara umum, penyediaan tengaa dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
antara lain jumlah penduduk, struktur penduduk berdasarkan umur dan jenis 
kelamin, pendidikan, produktivias dan lain sebagainya. Semakin banyak 
penduduk yang berusia anak-anak, bersekolah, mengurus rumah tangga dan 
golongan lainnya sebagai penerima pendapatan, maka semakin kecil jumlah 
penyediaan tenaga kerja. 
Tinjauan teoritis tentang ketenagakerjaan, berkaitan dua hal pokok, yakni 
keseimbangan dan ketidaksembangan antara permintaan tenaga kerja (demand 
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or labor) dengan penawaran tenaga kerja (supply of labor). Ketidak seimbangan 
tersebut antara lain berupa; (1), adanya exess supply of labor dimana terjadi 
kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan permintaan tenaga kerja dan (2) 
adanya exess demand of labor,  yang terjadi karena permintaan lebih besar dari 
penawaran tenaga kerja. 
Pada kasus terjadinya exess supply of labor akan terjadi pengangguran, 
karena adanya sejumlah tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja, 
sehingga cenderung menurunkan tingkat upah. Sebaliknya pada kasus terjadinya 
exess demand of labor, menyebabkan kapasitas produksi tidak dicapai secara 
optimal, sehingga meningkatkan tingkat upah tenaga kerja. 
Teori yang secara mendasar menjelaskan fenomena ketidakseimbangan 
permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut dikemukakan, antara lain oleh 
Lewis and Fei-Ranis dalam Mulyadi (2003); Sukirno (2007). Teori Lewis 
menjelaskan bahwa kelebihan tenaga kerja pada satu sektor akan memberikan 
kontribusi terhadap pertumbuhan output dan penyediaan tenaga kerja pada 
sektor lainnya. Menurutnya, exess supply of labor akan berdampak pada tingkat 
upah rendah, terjadi pada subsistem perdesaan, sebaliknya exess demand of 
labor yang terjadi diperkotaan, akan mendorong pengusaha untuk memanfaatkan 
kelebihan tenaga kerja di perdesaan untuk mengembangkan industri di 
perkotaan. Hal ini berarti, selama dalam proses industrialisasi di perkotaan, 
exess supply of labor akan terserap pada sejumlah industri yang dikembangkan 
di daerah perkotaan. Jadi, adanya kelebihan penawaran tenaga kerja tidak 
memberikan masalah pada pembangunan ekonomi, justru merupakan modal 
untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan tenaga 
kerja dari ekonomi subsisten perdesaan ke sektor industri perkotaan berjalan 
lancer dan perpindahan tersebut tidak terlalu lama. Artinya, jika asumsi tersebut 
tidak dipenuhi, maka diekspektasikan akan terjadi sebaliknya. 
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Selanjutnya, Fei-Ranis (Mulyadi, 2003), menjelaskan kondisi 
ketenagakerjaan Negara berkembang bercirikan: kelebihan buruh, sumberdaya 
alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak pada sektor 
pertanian, banyak pengangguran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang 
tinggi. Kondisi kelebihan buruh di negara berkembang melalui tiga tahap 
pembangunan ekonomi. Pertama, para penganggur semu (yang tidak 
menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah 
institusional yang sama. Kedua,tahap dimana pekerja pertanian menambah 
output, tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka 
peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. Ketiga, tahap ditandai awal 
pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih 
besar daripada perolehan upah isntitusional.  
Teori permintaan tenaga kerja dengan fokus analisasis pada tingkat upah, 
merupakan pengembangan teori upah dari Ricardo dalam Pressman (2006), 
upah pekerja tergantung pada keperluan subsistem, yaitu kebutuhan minimum 
yang diperlukan pekerja agar dapat bertahan hidup. Ketika standar umum 
kehidupan meningkat, upah minimum yang dapat dibayarkan kepada pekerja 
juga meningkat. Dengan naiknya upah, keuntungan dari kapitalis akan 
berkurang, pemilik tanah menerima sewa yang tinggi, dan upah naik untuk 
mengimbangi naiknya biaya makanan, sehingga keuntungan menurun drastis. 
Akhirnya, saat keuntungan merosot, motivasi untuk mengumpulkan modal 
lenyap, kemajuan ekonomi akan berakhir dan ekonomi akan berhenti. 
Selanjutnya, Ricardo dalam Pressman (2006) mendukung kebijakan 
akumulasi modal bahwa dengan upah yang ditentukan oleh kebutuhan minimum 
yang telah lazim, upah tidak akan dipengaruhi oleh produktivitas yang lebih 
besar. Keuntungan akumulasi modal akan menghasilkan laba, pada akhirnya 
akan meningkatkan investasi yang lebih besar. 
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2.5. Teori Ekonomi Kesejahteraan 
Rosen and Gayer (2008) menjelaskan bahwa ekonomi kesejahteraan 
merupakan bagian dari teori ekonomi yang berkaitan dengan kemauan sosial 
sebagai alternative pendekatan ekonomi bagi negara. Secara fundamental teori 
ini digunakan untuk membedakan keadaan pasar yang dapat diharapkan 
berjalan dengan baik di pasar yang gagal memproduksi hasil yang diinginkan. 
Untuk menjelaskan ekonomi kesejahteraan ini dipergunakan dua dalil pokok. 
Pertama, The First Fundamental Theorem, melalui pendekatan pareto 
efificiency dengan dua asumsi dasar yakni; (1) semua produsen dan konsumen 
bertindak kompetitor sempurna, yakni tidak ada yang memliki kekuatan pasar, (2) 
pasar tersedia untuk masing-masing produsen dan konsumen pada setiap 
komoditi. Melalui dua asumsi tersebut diyakini bahwa perekonomian secara 
otomatis menempatkan sumber daya secara efisien, tanpa arahan sedikitpun 
secara terpusat. Jadi, the first fundamental theorem, pada dasarnya menganut 
prinsip pasar bebas, di mana barang dan jasa yang  tersedia melalui mekanisme 
dan perdagangan bebas. 
Kedua, The Second Fundamental Theorem, inti pemikiran pada dalil 
kedua ini adalah tidak cukup dengan pencapaain efisiensi pada pareto optimal, 
akan tetapi harus disertai dengan pencapaian keadilan dengan 
mempertimbangkan aspek distribusi, baik pada sisi konsumsi maupun sisi 
produksi. Dalil kedua ini memberikan penekatan bukan hanya pencapaian tingkat 
efisiensi melalui pencapaian tingkat utilitas pada sisi konsumsi dan efisiensi 
alokasi sumberdaya pada sisi produksi, tetapi bagaimana utilitas dan alokasi 
sumberdaya terdistribusi secara adil. 
2.5.1 Model Kesejahteraan Todaro dan Smith 
Todaro and`Smith (2009) secara terstruktur mengatakan bahwa 
kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan per kapita, namun 
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berhubungan negatif dengan kemiskinan dan tingkat ketimpangan. Korelasi 
tersebut diformulasikan dalam model Todaro dan Smith (2009) 
W = W(Y,I,P)       (2.14) 
Dimana Y pendapatan per kapita, berhubungan positif dengan kesejahteraan, I 
ketimpangan dan berhubungan negatif, serta P kemiskinan absolut, juga 
berhubungan negatif. Ketiganya mememiliki tingkat signifikansi yang berbeda 
dalam memberi dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. 
Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara sedang berkembang, selain 
prioritas utama adalah pemberantasan kemiskinan absolut, ketimpangan relative 
juga sangat penting untuk diperhatikan. Ketimpangan tersebut, bukan hanya di 
kalangan orang miskin itu sendiri, tetapi juga ketimpangan yang terjadi di antara 
orang-orang yang berada di atas garis kemiskinan. Berdasarkan model 
kesejahteraan ini, nampak hubungan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan 
pertumbuhan pendapatan perkapita dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. 
Selain itu, dengan semakin tingginya tenaga kerja terserap, akan meningkatkan 
pendapatan masyarakat, baik secara individu maupun secara agregat, sehingga 
kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan perolehan dan peningkatan 
pendapatan yang diterimanya dari aktivitas bekerja sehari-hari. 
2.5..2. Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat 
Pencapaian kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya 
nyata pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat. Dalam berbagai 
pedekatan pembangunan dewasa ini, hak-hak dasar tersebut diklasifikasi dalam 
sepuluh jenis, meliputi kecukupan dan mutu pangan; akses dan mutu kesehatan; 
akses dan mutu pendidikan; kesempatan kerja an kesempatan berusaha; akses 
layanan perumahan dan sanitasi; akses terhadap air bersih; kapasitas 
kepemilikan dan penguasaan tanah; kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya 
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alam yang baik serta akses masyarakat terhadap sumberdaya alam yang 
memamdai; jaminan rasa aman; dan berkembangnya partisipasi masyarakat. 
Dalam perspetif studi ini, indikator kesejahteraan masyarakat diukur 
melaui pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). Pengukuran 
kesejahteraan melalui IPM tersebut, saat ini dianggap memberikan kemajuan 
besar dalam pengukuran indikator keberhasilan pembangunan. Pengukuran 
indikator IPM, sebagaimanan laporan UNDP mendefiniskan pengukuran IPM 
melalui pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar 
pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup 
layak. 
2.6. Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi 
Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan reformasi daerah telah menjadi 
kecenderungan global selama decade 1990-an, hal ini ditunjukkan dari semakin 
berkembangnya implementasi desentralisasi fiskal di berbagai negara, baik 
negara-negara federal maupun negara-negara kesatuan.  Hal tersebut didasari 
oleh ekspektasi terwujudnya pemerintahan yang lebih memperhatikan 
kesejahteraan masyarakatnya, dan adanya keyakinan yang kuat dari negara-
negara tersebut untuk terus melaksanakan desentralisasi fiskal guna mendorong 
pertumbuhan ekonomi dengan mengambil contoh India dan China, yang 
menggarisbawahi bahwa desentralisasi sebagai alat untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. 
Terkait dengan perspektif tersebut, Lobao dan Kraybill dalam Yamoah 
(2007) terdapat tiga pandangan atau perspektif utama mengenai dampak 
desentralisasi fiskal terhadap perekonomian, yaitu: Pro-Decentralization, Anti-
Decentralization, dan Intermediate Decentralization. Perspektif Pro-
Desentralization didasarkan pada keterbatasan pemerintah pusat, dan manfaat 
atau efisiensi yang terjadi ketika pemerintahan terdesentralisasi. Tanzi (1996) 
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mengemukakan bahwa manfaat dari desentralisasi adalah alokasi dan efisiensi. 
Dengan desentralisasi fiskal pemerintah local akan cenderung menyediakan 
barang dan jasa publik yang sesuai preferensi masyarakat atau penduduk lokal 
mengingat bahwa pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan 
masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah 
pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang 
benar-benar dibutuhkan di daerahnya sehingga lebih efisien dan diharapkan 
mendorong peningkatan ekonomi. 
Dukungan terhadap desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari penjelasan 
Litvack et.al (1998) yang mengutip pendapat Tiebout bahwa pelayanan publik 
yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah lokal yang 
memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena: 
a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya; 
b. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan 
efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat; 
c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan 
inovasinya. 
Menurut Tiebout jika penyediaan barang publik dan jasa publik 
diselenggarakan oleh pemerintah secara tersentralisasi, akan mengakibatkan 
rendahnya kompetisi oleh pemerintah pusat ketika pembuatan keputusan yang 
berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik, di samping proses 
pengambilan keputusan sendiri harus melewati sistem birokrasi yang panjang 
sehingga keputusan yang dihasilkan tidak efisien sama sekali. Oleh sebab itu, 
Tiebout menyarankan agar penyediaan  barang dan jasa publik dillakukan oleh 
pemerintah lokal yang memiliki control geografis yang paling minimum, karena 
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pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kebutuhan dan 
karakter masyarakat di daerahnya, di samping itu proses pengambilan keputusan 
terkait penyediaan barang dan jasa publik tidak harus melewati birokrasi yang 
panjang, sehingga penyediaan barang dan jasa publik akan lebih efisien dan 
efektif. 
Lebih lanjut Tiebout menjelaskan bahwa pada saat barang dan jasa 
publik disediakan di tingkat lokal hal tersebut akan meningkatkan kompetisi antar 
pemerintah daerah karena individu pada suatu daerah akan memilih dan menilai 
kualitas dari pelayanan atau penyediaan barang publik oleh suatu pemerintah 
daerah dibandingkan dengan kontribusi dalam bentuk pajak dan retribusi daerah 
yang telah dibayarkan, di mana individu dalam masyarakat akan memilih untuk 
menetap di daerah yang anggaran pemerintah daerahnya memenuhi preferensi 
maksimum antara pelayanan publik dengan pajak yang harus mereka bayarkan. 
Ketika masyarakat merasa tidak ada kesesuaian antara kebijakan pemerintah 
lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik yang bersifat 
lokal tersebut, maka individu dalam masyarakat akan meninggalkan daerah 
tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persaingan antara daerah 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong 
pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya sehingga akan mendorong 
efisiensi ekonomi. 
Oleh karenanya, dengan adanya pelimpahan wewenang yang diikuti 
dengan pendanaan akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani 
penyediaan kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien, sehingga 
akan meningkatkan output perekonomian dan mendorong laju pertumbuhan 
ekonomi.  
Bahl dan Linn (1992) berpendapat bahwa pendelegasian sebagian 
urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
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merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik. 
Pernyataan ini didukung oleh dua argumen sebagai berikut. Pertama, median 
vote theory yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan 
preferensi masyarakat daerah. Pelayanan publik disesuaikan dengan kehendak 
dan permintaan masyarakat setempat. Kedua, fiscal mobility theory yang 
menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antar daerah yang dipicu oleh 
tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup 
orang akan  mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan 
pelayanan publik yang lebih baik.   
Secara teori, desentralisasi fiskal di perkirakan akan memberikan 
peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan 
dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding 
pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan 
publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh 
pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena 
berhadapan langsung dengan penduduk daerah/kota yang bersangkutan 
(Wibowo, 2008). Argumentasi lain yang mendasari desentralisasi fiskal adalah 
munculnya kompetisi atau persaingan antar daerah akan meningkatkan 
kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan 
suatu program yang dijalankan oleh pemerintahannya (Davoodi dan Zou, 1998). 
Sejalan dengan itu, Wibowo (2008) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal 
berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi 
pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi. 
Pemikiran tentang keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan 
pertumbuhan ekonomi juga dikembangkan oleh Prud'Homme (2003) yang 
meyakini bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap 
perkembangan ekonomi daerah di masa datang. Secara eksplisit dinyatakan 
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bahwa pengeluaran publik terutama penyediaan infrastruktur bagi masyarakat 
akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka akan lebih 
mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. 
Prud'Homme (2003) menyatakan empat area yang menjadi dampak utama dan 
pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu; 
1. Efisiensi ekonomi 
Umumnya desentralisasi selalu dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan 
efisiensi ekonomi. Baik efisiensi alokasi, yaitu pembangunan yang 
berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal akan menjamin efisiensi ekonomi. 
2. Kestabilan ekonomi makro 
3. Keadilan interpersonal dan interregional, dan 
4. Efisiensi politik 
Empat aspek di atas sangat terkait dengan fungsi/peranan Pemerintah 
dalam perekonomian modern sebagaimana dinyatakan Mangkoesoebroto (1999) 
yaitu; (i) Peranan alokasi atau efisiensi, yaitu peranan pemerintah untuk 
mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara 
efisien, (ii) Peranan Distribusi, yaitu peranan pemerintah untuk mendistribusikan 
sumber daya dan manfaat pembangunan agar tercipta keadilan dalam 
masyarakat, dan (iii) Peranan Stabilisasi, yaitu peranan pemerintah dalam 
menciptakan kestabilan dalam perekonomian sehingga menjamin ketenangan 
berusaha bagi setiap warga masyarakat.   
Lebih jauh, Thiessen (2003) secara komprehensif mengidentifikasikan 
empat hal yang menjadi argumentasi dasar mengenai manfaat desentralisasi 
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: pertama, bahwa penyediaan barang 
dan jasa publik secara seragam untuk setiap daerah adalah tidak efisien. Hal ini 
dikarenakan marginal benefit dari pelayanan publik di masing-masing daerah 
berbeda serta adanya ketidaksamaan waktu (periode) atas permintaan terhadap 
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barang dan jasa publik lokal di masing-masing daerah. Dengan desentralisasi, 
sumber daya dapat disimpan dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan pada 
waktu yang tepat sehingga mendorong terjadinya efisiensi. Selain itu kebijakan 
pengeluaran pemerintah yang merespon perbedaan preferensi lokal cenderung 
lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian daripada kebijakan pemerintah 
pusat yang cenderung mengabaikan perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga 
para pembayar pajak akan memperoleh kepuasan atau kesejahteraan yang lebih 
baik. 
Selanjutnya, adanya diversifikasi berpotensi memberikan keuntungan 
kesejahteraan relatif lebih besar karena berlakunya elastisitas harga negatif 
terhadap permintaan barang publik, dan studi empiris menemukan bahwa 
permintaan ini harga sangat inelastis. Oleh karena itu, Pareto efisiensi dapat 
ditingkatkan melalui desentralisasi fiskal. Menurut model ini, semakin beragam 
tuntutan masyarakat atas penyediaan barang publik, maka semakin besar 
manfaat desentralisasi. Untuk itu belanja pemerintah daerah perlu dibedakan 
menurut selera dan keadaan setempat.  
Kedua, bahwa desentralisasi akan memunculkan kompetisi secara vertikal 
dan horizontal di antara tingkat pemerintahan yang berbeda, di mana hal tersebut 
akan mencegah terjadinya perilaku pemerintah yang cenderung untuk 
maksimisasi tingkat pendapatan yang cenderung merugikan para pembayar 
pajak. Dengan demikian, pemerintah akan lebih berkonsentrasi pada persaingan 
selain maksimasi pendapatan seperti mempertahankan atau menurunkan tarif 
pajak, memberikan berbagai fasilitas atau kemudahan bagi kegiatan bisnis, serta 
melakukan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik, dengan tetap 
menjaga tingkat pendapatan tertentu. Oleh karena itu, masing-masing tingkatan 
pemerintah akan menggunakan anggaran secara efisien untuk membiayai 
pengeluaran sektor publik yang sesuai preferensi masyarakat atau para 
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pembayar pajak. Hal tersebut akan mencegah terjadinya kelebihan supply 
barang dan jasa publik dan inefisiensi pelayanan sektor publik. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif pada pertumbuhan 
ekonomi dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.  
Ketiga, bahwa desentralisasi fiskal menyiratkan pengalihan tanggung 
jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini dapat memberikan 
insentif bagi mereka untuk tidak hanya mempertimbangkan preferensi penduduk 
lokal tetapi untuk secara aktif mencari inovasi dalam memproduksi dan 
menyediakan barang dan jasa publik. Selain itu persaingan antar daerah juga 
memacu pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan dengan biaya 
yang minimum, dan mendorong terjadi efisiensi produksi. Artinya penyediaan 
jasa atau infrastruktur dalam jumlah yang sama dapat dilakukan pada biaya yang 
lebih murah, atau anggaran tertentu akan menghasilkan penyediaan layanan 
atau infrastruktur dalam jumlah yang lebih banyak ataupun kualitas yang lebih 
baik. Dengan demikian desentralisasi fiskal dapat menciptakan efisiensi produksi 
atau producer efficiency yang lebih besar (Martinez-Vazquez dan McNab, 2001). 
Selain itu, desentralisasi fiskal meringankan pemerintah pusat dari urusan yang 
terlalu banyak, sehingga pemerintah dapat lebih berkonsentrasi untuk 
menciptakan efisiensi produksi terhadap barang dan jasa publik yang masih 
menjadi tanggung jawabnya, yaitu barang dan jasa yang mencakup kepentingan 
masyarakat sangat luas. 
Keempat, terdapat beberapa argumen politik, seperti desentralisasi akan 
mengurangi konsentrasi kekuasaan politik, melemahkan pengaruh pihak-pihak 
yang berkepentingan (vested interest) atas kebijakan publik, mendorong 
demokrasi, pembangunan, dan jangka panjang memacu pertumbuhan ekonomi. 
Berbeda dengan pro-decentralization, perspektif anti-decentralization 
didasarkan pada keterbatasan pemerintah daerah dan kelemahan menempatkan 
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tanggungjawab utama di pundak pemerintah daerah. Hipotesis yang dibangun 
dalam perspektif ini adalah desentralisasi fiskal akan berpengaruh negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan keterbatasan dari pemerintah lokal 
dan adanya peningkatan tekanan fiskal karena tambahan tanggung jawab. 
Mengutip pendapat Oates, Yamoah (2007) mengemukakan bahwa kelemahan 
dari desentralisasi adalah kerugian dalam skala ekonomi, di mana dengan sistem 
desentralisasi, setiap pemerintah daerah harus mengimplementasikan agenda 
pertumbuhan ekonomi yang independen dari pemerintah daerah lainnya 
sehingga mungkin akan meningkatkan biaya per unit output layanan karena 
mereka akan beroperasi pada skala yang lebih kecil. Lebih lanjut dijelaskan 
bahwa meskipun kompetisi antara pemerintah daerah disebut-sebut sebagai 
keuntungan desentralisasi fiskal, bisa juga memiliki efek negatif dalam hal 
persaingan antara pemerintah daerah yang mengarah pada penyediaan layanan 
publik yang tidak efisien, sehingga desentralisasi mungkin menjadi tidak 
diinginkan bagi masyarakat secara keseluruhan. 
Perspektif anti-decentralization juga dikemukakan Prud’homme (1995), 
yang mengingatkan beberapa bahaya desentralisasi, antara lain bahwa 
desentralisasi akan membuat kebijakan redistribusi menjadi lebih sulit, demikian 
halnya dengan program stabilisasi makroekonomi menjadi sulit untuk 
dilaksanakan karena kebijakan pemerintah daerah dapat bertentangan dengan 
kebijakan nasional. Pandangan lain yang memperingatkan kelemahan 
pelaksanaan desentralisasi fiskal juga dikemukakan oleh Thiessen (2003), yaitu 
sebagai berikut: 
1. Desentralisasi fiskal dapat memperkuat kesenjangan regional (disparitas) 
dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh 
perbedaan atas tingkat pendapatan dan basis pajak antara wilayah dan 
daerah. selanjutnya akan mendorong perbedaan dalam penyediaan 
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infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan dan pelayanan publik lainnya 
serta mencegah penggunaan faktor-faktor produksi secara penuh termasuk 
modal manusia. Daerah kaya umumnya akan menyediakan layanan publik 
yang lebih baik, selain itu terdapat kecenderungan masyarakat daerah kaya 
untuk menghalau masuknya masyarakat yang berpendapatan rendah. 
Adanya perbedaan dan ketidakadilan dalam penyediaan barang publik yang 
mencakup kepentingan masyarakat secara luas dan lintas daerah dapat 
menghambat pertumbuhan ekonomi per kapita.  
2. Desentralisasi fiskal dapat menghasilkan keputusan-keputusan pemerintah 
dengan kualitas rendah, lebih banyak korupsi, dan meningkatnya pengaruh 
kelompok-kelompok yang berkepentingan. Beberapa ahli berpendapat 
bahwa pemerintah pusat secara umum dapat mencapai tingkat kualitas yang 
lebih tinggi. Mereka dapat menarik lebih banyak orang yang memenuhi 
syarat karena peluang karier dan gaji yang lebih baik (Prud'homme, 1995). 
Selain itu, ada kasus-kasus di mana demokrasi lokal mungkin menawarkan 
kontrol yang kurang efektif oleh pejabat terpilih, karena pejabat di tingkat 
lokal lebih dekat kepada orang-orang dan karena itu mungkin lebih rentan 
terhadap pengaruh pribadi dan korupsi. Jika kualitas pemerintah menurun, 
maka desentralisasi dapat meningkatkan inefisiensi. 
3. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pada negara-negara kecil dan 
berpendapatan rendah cenderung tidak menguntungkan. Untuk 
melaksanakan desentralisasi fiskal dibutuhkan biaya tetap (fixed cost) yang 
tidak sedikit sehingga dapat menghabiskan sebagian besar kapasitas 
anggaran yang sangat terbatas (Prud'homme 1995). Selain itu, Bahl dan 
Linn (1992) berpendapat bahwa terdapat ambang batas tingkat 
pembangunan ekonomi yang diperlukan agar desentralisasi fiskal dapat 
memberikan hasil memuaskan Ambang batas ini bukan hanya karena 
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adanya biaya tetap desentralisasi fiskal, tetapi juga karena pada tingkat 
pendapatan per kapita relatif rendah, kebutuhan untuk penyediaan barang 
dan jasa publik terfokus pada sedikit barang, sehingga mungkin secara 
umum tuntutan masyarakat relatif homogen. Perbedaan dalam preferensi 
individu untuk barang dan jasa publik juga mungkin relatif kecil sehingga 
pemerintah pusat memiliki semua informasi yang diperlukan untuk 
menciptakan efisiensi konsumsi dan produksi. 
4.  Desentralisasi fiskal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka 
panjang terkait dengan kebijakan stabilisasi yang akan lebih sulit dilakukan 
berkaitan dengan penyesuaian fiskal untuk mengurangi ketimpangan 
struktural. Desentralisasi fiskal bahkan mungkin mendorong dan 
memperburuk ketimpangan struktural tersebut (Tanzi, 1995): Salah satu 
contoh ekstrim adalah ketika pemerintah daerah tertentu memberikan 
pembebasan pajak, yang merupakan sumber pendapatan utama 
pemerintahan daerah yang lain. Tindakan ini dapat memicu ketidakstabilan 
antar daerah. Di samping itu, koordinasi antara tingkat pemerintahan yang 
berbeda mungkin sulit untuk dilakukan secara efektif dan tepat waktu, 
sehingga dalam jangka panjang berdampak negatif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
Sedangkan perspektif intermediate-decentralization menekankan pada 
pentingnya lokasi dan hubungan kelembagaan. Menurut perspektif ini 
sebagaimana argumentasi Lobao dan Kraybill yang dikutip Yamoah (2007), 
bahwa perlu untuk memperhitungkan variasi antar daerah ketika mempelajari 
peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dan redistribusi. Pengaruh dari 
pergeseran dalam kewenangan pemerintah dan dinamika internal yang berbeda 
antar daerah, menjadikan kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk 
mengambil tanggungjawab tambahan dari desentralisasi akan bervariasi 
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sehingga mengakibatkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 
ekonomi akan berbeda antar daerah. 
Terlepas dari ketiga perspektif tentang desentralisasi tersebut, pendapat 
dan argumentasi bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi yang 
selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi cenderung lebih diterima 
secara luas. Hal ini ditunjukkan dari implementasi desentralisasi fiskal yang 
semakin berkembang di berbagai negara, termasuk diantaranya Indonesia. Hal 
ini menyiratkan bahwa terdapat keyakinan yang kuat dari negara-negara tersebut 
untuk terus menerus melaksanakan desentralisasi fiskal guna mendorong 
pertumbuhan ekonomi.  
Mengacu pada berbagai pendapat di atas, berbagai penelitian yang 
menunjukkan hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan 
ekonomi dapat ditemui pada berbagai penelitian, antara lain hasil studi Malik, 
et.al (2006) tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan 
periode 1971-2005. Indikator desentralisasi yang digunakan; pertama, indikator 
pengeluaran terdiri atas rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total 
pengeluaran pemerintah (RPEC) dan rasio pengeluaran pemerintah daerah 
terhadap total pengeluaran pemerintah dikurangi belanja pertahanan dan bunga 
hutang (RPECA).  
Kedua, indikator penerimaan, terdiri atas rasio penerimaan pemerintah 
daerah terhadap penerimaan pemerintah total (RPRC) dan rasio penerimaan 
pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah dikurangi penerimaan dari 
hibah (RPRCA). Hasilnya menunjukkan indikator penerimaan yang telah 
disesuaikan (RPRCA) mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, Iimi (2005) mendapatkan 
hasil bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi perkapita. 
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Fadjar dan Sembiring (2007) serta Wibowo (2008) menemukan bukti 
yang cukup untuk menjelaskan hubungan positif pelaksanaan desentralisasi 
fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbeda dengan hasil studi di 
atas, Woller dan Phillips (1998) meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara LDC (Less Developed 
Country) selama periode 1974-1991 tidak mendapatkan cukup bukti untuk 
menyatakan adanya pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap pertumbuhan 
ekonomi di negera LDC tersebut. Begitu juga Baskaran dan Feld (2009) 
melakukan studi terhadap 23 negara OECD periode 1975-2001. Feld 
menemukan fakta bahwa desentralisasi menyebabkan rendahnya tingkat 
pertumbuhan ekonomi, sehingga mereka menyimpulkan bahwa desentralisasi 
fiskal tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  
Penjelasan yang berbeda dalam penelitian Thiessen (2003), studi 
hubungan jangka panjang antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan 
ekonomi di Negara-negara OECD periode 1973-1998. Thiessen (2003) 
berpendapat bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 
ekonomi tidak berhubungan linear. Thiessen menggunakan bentuk fungsi 
kuadratik, yaitu y = A + A2 yang berbentuk hump-shaped. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa bentuk hump-shaped terbukti terjadi pada pengaruh 
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya pada saat derajat 
desentralisasi masih rendah, maka terdapat hubungan positif dan signifikan 
antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada tingkat 
desentralisasi yang terlalu tinggi, maka hubungannya menjadi negatif.  
Mendukung kesimpulan Thiessen (2003), Akai, et.al (2007) yang meneliti 
pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 50 negara 
bagian USA periode 1992-1997 mendapatkan bahwa hubungan desentralisasi 
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat hump-shaped.  Pada saat derajat 
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desentralisasi fiskal belum terlalu tinggi, maka peningkatan desentralisasi fiskal 
akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi, baik itu pada indikator penerimaan maupun indikator pengeluaran. 
Namun ketika desentralisasi fiskal sudah optimal, peningkatan derajat 
desentralisasi fiskal akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif.  
Terlepas dari berbagai silang pendapat yang ada, argumentasi bahwa 
desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi cenderung lebih diterima secara luas. Hal ini 
dapat dilihat dari semakin berkembangnya praktek desentralisasi fiskal di 
berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Artinya ada keyakinan yang kuat dari 
peminat desentralisasi untuk terus melaksanakan desentralisasi fiskal guna 
mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. 
Tetapi terkait dengan teori desentralisasi fiskal, keuntungan kebijakan 
tersebut tidak hanya masalah choise dan preferensi penduduk karena 
mobilitasnya dalam memilih komunitas, tetapi lebih dari itu, keuntungan tersebut 
juga bisa muncul karena masih ada potensial dari penyesuaian output ke 
lingkungan lokal (tingkat skala ekonomi yang berbeda) antar daerah (yurisdiksi). 
Ringkasnya, teori desentralisasi fiskal tidak sinonim dengan Tiebout model, tetapi 
mempunyai cakupan yang lebih luas. 
Perspektif baru teori generasi kedua menyatakan bahwa dampak 
ekonomi kebijakan desentralisasi tidak bisa dilepaskan dari konteks 
kelembagaan politik di setiap daerah atau negara. Model sistem kelembagaan 
politik yang ada mengarahkan apakah kebijakan desentralisasi fiskal tersebut 
berdampak positif bagi pembangunan atau sebaliknya. Perspektif politik ekonomi 
menghadirkan suatu kerangka pikir yang melihat hubungan kelembagaan 
tersebut dua aspek. 
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Aspek pertama, menitikberatkan tinjauan mekanisme dan dampak dari 
adanya sistem bantuan antar pemerintah pusat ke daerah (intergovernmental 
grants). Pendekatan ini memperlihatkan secara langsung bagaimana lembaga 
fiskal yang ada bekerja dalam kerangka tingkat pemerintahan yang berbeda. 
Mekanisme yang mengizinkan daerah otonom mengembangkan soft budget loan 
lebih mungkin menimbulkan destabilzing kondisi makroekonomi daerah, 
sedangkan mekanisme hubungan kelembagaan fiskal yang ketat terhadap soft 
buget loan  akan memiliki dampak sebaliknya. Sistem kelembagaan yang kuat 
dan sehat kondusif bagi efektifitas transfer dari pusat ke daerah, lebih  menjamin 
efisiensi budget soft loan, serta meningkatkan kinerja daerah melalui pembuatan 
keputusan yang tepat dan benar. 
Aspek kedua, menitikberatkan hubungan kelembagaan di daerah dan 
perilaku agen-agen publik dalam memaksimalkan kesejahteraannya. Optimalitas 
kesejahteraan tersebut terkait dengan proses dan model penentuan outcomes 
kebijakan pemerintah, serta bagaimana keterwakilan politis berhubungan dengan 
preferensi masyarakat lokal. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung 
mempromosikan tingkat akuntabilitas dan responsibilitas secara umum di 
pemerintahan lokal, memperkuat kelembagaan di daerah. Sistem kelembagaan 
yang kuat akan meningkatkan efektifitas dan efisiensim, sedangkan sistem 
kelembagaan desentralisasi yang lemah dan kurang kapabel akan meningkatkan 
masalah koordinasi, munculnya masa tata kelola pemerintahan sehingga kurang 
optimal bagi pembangunan daerah (Oates, 2007). Tingkat efektifitas antar 
daerah yang beragam menghasilkan efisiensi publik yag berbeda sehingga 
berdampak yang beragam pula terhadap pembangunan. 
2.7. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi 
Pengeluaran pemerintah dapat dipakai sebagai indikator besarnya 
kegiatan pemerintah karena semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan 
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pembiayaan yang bersumber dari berbagai penerimaan (Sirozujilam, 2008). 
Pengaruh kebijaksanaan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih 
menjadi perdebatan. Pada tingkat wilayah dapat berkorelasi positif maupun 
negatif. Beberapa studi telah sepakat bahwa ada potensi untuk berkorelasi bila 
kebijaksanaan tersebut dapat lebih efisien dalam penyediaan barang publik. 
Melalui efisiensi penyediaan barang publik maka akan berpengaruh pada 
pertumbuhan produktivitas dan kualitas hidup.  
Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk 
mempengaruhi perekonomian, salah satu diantaranya adalah pembelanjaan atau 
pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk 
membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang 
harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.   
Kunarjo (2003) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berperan 
untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan 
prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Dikatakan pula bahwa 
pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan 
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang 
mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan 
kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang 
terbelakang. Pendekatan pada upaya peningkatan pertumbuhan tidak semata-
mata menentukan pertumbuhan sebagai satu-satunya tujuan pembangunan, 
namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses 
pembangunan. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting 
tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara yang 
menggambarkan telah terjadinya peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan 
sebagai syarat yang diperlukan bagi proses pembangunan. Kuznets dalam 
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Todaro (2009), mengungkapkan bahwa peningkatan investasi fisik maupun 
sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas merupakan 
sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi. 
Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain 
ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, 
dan teknologi. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi diantaranya melalui kebijakan pengeluaran untuk pembelian barang 
dan jasa yang akan mendorong peningkatan permintaan produksi dalam 
perekonomian. Studi empiris hubungan antara pengeluaran pemerintah 
terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda, hal ini 
terungkap dari penelitian Purbadharmaja (2006) dan Sodik (2007) yang 
menunjukkan pengeluaran pemerintah memberi kontribusi nyata dan positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Barro dalam Alexiou (2009) dan 
Ramayandi (2003) menunjukkan hubungan negatif dan signifikan antara 
pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk 
penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi 
aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan 
dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi 
masyarakat. Penelitian dari Alexiou (2009) dan Rahayu (2004) menunjukkan 
bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik menghasilkan dampak 
positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Menurut teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow-Swan dalam 
Sukirno (2006), faktor-faktor yang berperan dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi yaitu tenaga kerja, akumulasi modal serta tingkat kemajuan 
teknologi. Menurut Mankiw (2007), pengeluaran pemerintah untuk pembelian 
barang dan jasa bagi pemenuhan pelayanan publik merupakan salah satu 
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komponen pembentuk GDP yang akan menyebabkan adanya pertukaran 
output barang dan jasa dalam perekonomian. Menurut Tambunan (2003), 
pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah 
yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. 
Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan 
pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui 
peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong 
timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan 
berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 
Abdullah dan Halim (2006), menunjukkan bahwa pengalokasian belanja 
modal berkaitan dengan ketersediaan pendanaan dari pendapatan daerah. 
Sementara Sularso dan Restianto (2011), memperlihatkan bahwa alokasi belanja 
modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga anggaran 
yang dialokasikan dapat menjadi stimulus terhadap perekonomian. 
Teori ekonomi telah menunjukkan bagaimana pengeluaran pemerintah 
dapat berupa menguntungkan atau merugikan bagi pertumbuhan ekonomi. 
Dalam makroekonomi Keynesian tradisional, berbagai jenis pengeluaran publik, 
dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui efek 
multiplier pada permintaan agregat. Dari pemikiran Keynesian, pengeluaran 
publik dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh 
karena itu, peningkatan konsumsi pemerintah cenderung mengarah ke 
peningkatan kerja, profitabilitas dan investasi melalui efek multiplier pada 
permintaan agregat. Akibatnya, pengeluaran pemerintah menambah permintaan 
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agregat, yang memprovokasi output meningkat tergantung pada multiplier 
belanja (Chude dan Chude 2013). 
Teori tentang kebijakan fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan 
ekonomi dapat dianalisis dari dua sisi yakni sisi permintaan dan sisi penawaran. 
Sisi permintaan merupakan aliran Keynes (Mankiw, 2007) yang melihat bahwa 
pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya permintaan agregat yang 
merupakan penjumlahan dari permintaan untuk konsumsi rumah tangga, 
permintaan untuk investasi swasta, dan permintaan untuk pengeluaran 
pemerintah serta permintaan untuk perdagangan luar negeri. 
Pada sisi penawaran, dasar teori yang paling aktual dikemukakan oleh 
pemikir teori ekonomi pertumbuhan endogen (endogenous growth theory). Teori 
ini pada dasarnya untuk menjelaskan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar 
bangsa. Menurut model new growth, pertumbuhan ekonomi diseluruh dunia 
dalam jangka panjang hanya dapat tercipta apabila ada kemajuan teknologi yang 
endogen dan pengembangan sumberdaya manusia (Romer, 2012; Todaro and 
Smith; 2009). Negara yang mempunyai tingkat kemajuan teknologi yang lebih 
cepat nampaknya mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
dibandingkan dengan ngara-negara yang tingkat kemajuan teknologinya lebih 
lambat.  
Hal tersebut sejalan didukung oleh Bayarcelik and Tasel (2012), bahwa 
kunci pertumbuhan ekonomi adalah inovasi, sehingga pengeluaran R&D 
mempengaruhi pertumbuha ekonomi. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa ada 
tiga faktor pentng yang mendukung pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah: 
(a) akumulasi modal (tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia), (b) 
pertumbuhan penduduk yang menghasilkan angkatan kerja dan (c) kemajuan 
teknologi. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya perubahan teknologi 
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Barro (1990) dalam MINEA (2008) mempublikasikan dan 
memperkenalkan model pertumbuhan baru dengan memasukkan pentingnya 
kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi penawaran. 
Output per kapita dipengaruhi oleh modal per pekerja dan input investasi 
pemerintah. Secara konseptual pemerintah tidak berproduksi dan tidak memiliki 
modal, sehingga pemerintah hanya membeli output dari sektor swasta. 
Barro and Salai-i-Martin (2004) mengembangkan model Barro (1990) 
dengan memasukkan kebijakan fiskal pemerintah yaitu pajak dan belanja 
pemerintah ke dalam pertumbuhan endogen. Diasumsikan bahwa pajak terdiri 
atas pajak distorsi dan pajak pajak tidak distorsi. Pajak yang bersifat distorsi yaitu 
pajak yang dapat mengurangi  output,  sedangkan pajak tidak distorsi adalah 
pajak yang jika dikenakan kepada wajib pajak tidak akan berdampak pada 
berkurangnya output bagi aktivitas ekonomi wajib pajak bersangkutan. 
Selanjutnya, Todaro and Smith (2003) menegaskan bahwa pengeluaran 
pemerintah untuk overhead  sosial dan ekonomi memberikan kesempatan kerja, 
menaikkan pendapatan, dan selanjutnya meningkatkan kapasitas perekonomian 
seperti pembangunan jalan, rel kereta api, pembangkit tenaga listrik, pendidikan, 
kesehatan. Penyediaan seperti itu membantu meningkatkan tenaga kerja 
terampil, produksi dan usaha perdagangan. Hal ini sama yang dikemukakan 
Mankiw (2007) bahwa dengan didorong oleh insentif kebijakan fiskal pemerintah, 
seperti potongan pajak, akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
peningkatan tabungan masyarakat. 
Cziraky (2004) memberikan penegasan bahwa pengeluaran pemerintah 
mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan melalui dua mekanisme; 
pertama,  melalui peningkatan kualitas faktor produksi yang menyebabkan 
peningkatan dalam output. Kedua, secara tidak langsung peningkatan tambahan 
produktivitas faktor-faktor produksi yang disediakan oleh sektor swasta. Jenis 
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pengeluaran pemerintah tersebut, nampaknya mendukung teori pertumbuhan 
endogen yang menurut Barro and Sala-i-Martin (2004) yang secara spesifik 
disebut sebagai pengeluaran produktif pemerintah, di mana memiliki korelasi 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap sektor 
swasta. Azam and Ahmed (2014) menyatakan bahwa investasi dibidang 
pendidikan dan kesehatan perlu dilakukan untuk menunjang pertumbuhan 
ekonomi. Investasi dalam bentuk human capital memberikan kontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
2.8. Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan 
Salah satu efek dari kebijakan pemerintah pusat tentang desentralisasi 
fiskal dan otonomi daerah adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah. 
Pendapat Etharina (2005) mengatakan bahwa disparitas regional antar wilayah di 
Indonesia tidak lepas dari kebijakan pemerintah terhadap daerah terutama 
berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah yang 
termuat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa 
pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua pendapatan daerah 
yang meliputi pendapatan dari hasil kekayaan alam dan tambang telah 
mengakibatkan daerah yang kaya sumber daya alam tidak menikmati hasil yang 
dimiliki (Hill, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pusat 
terbukti mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Oleh karena itu, 
kebijakan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah seperti otonomi daerah 
dan desentralisasi fiskal diduga akan sangat berpengaruh terhadap ketimpangan 
pendapatan antar wilayah. 
Desentralisasi dipercaya dapat membawa pemerintah lebih dekat dengan 
rakyatnya (Work,2002). Oleh karena itu pemerintah diharapkan akan mengetahui 
dengan lebih baik kebutuhan dari rakyatnya dan akan mengeluarkan kebijakan 
yang lebih baik. Jika mekanisme ini berjalan pada jalur yang benar, 
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desentralisasi akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan pemerataan bagi 
rakyat (Hartono & Irawan, 2008). Pose dan Ezcurra (2009) menemukan bahwa 
hubungan antara desentralisasi pengeluaran dengan disparitas pendapatan 
regional berbeda secara jelas antara negara maju dengan negara berkembang. 
Pada negara maju variabel desentralisasi pengeluaran berkorelasi negatif dan 
signifikan terhadap disparitas pendapatan regional, sementara di egaranegara 
berkembang variabel ini berkorelasi positif dan signifikan terhadap disparitas 
pendapatan regional. Penelitian yang dilakukan oleh Lessman (2009), Gil, et al. 
(2002) dan Widhiyanto (2008) menemukan bahwa variabel desentralisasi 
pengeluaran secara signifikan berkorelasi negatif terhadap disparitas pendapatan 
regional. Sebaliknya Bonet (2006) dan Qiao et.al. (2002) justru menyimpulkan 
dari hasil penelitian mereka bahwa variabel desentralisasi pengeluaran secara 
signifikan berkorelasi positif atau akan meningkatkan disparitas pendapatan 
regional. Sementara Akai dan Sakata (2005) tidak dapat menemukan dampak 
yang signifikan dari variabel desentralisasi pengeluaran terhadap disparitas 
pendapatan regional. Dengan demikian tampak bahwa terdapat berbagai 
perbedaan kesimpulan tentang dampak dari variabel desentralisasi pengeluaran 
terhadap disparitas pendapatan regional. 
Berbeda halnya dengan hasil temuan Bonet (2006), menemukan bahwa 
proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan daerah. Hal 
tersebut disebabkan karena pengeluaran saat ini sebagian besar dialokasikan 
untuk gaji, bukan investasi modal atau infrastruktur dan kurangnya kapasitas 
kelembagaan di pemerintah daerah. Lain halnya hasil temuan Lessman (2006), 
bahwa negara-negara yang dengan tingkat desentralisasi tinggi memiliki 
ketimpangan daerah yang relatif kecil. Hasil ini hanya bisa digeneralisir untuk 
negara-negara maju, sementara di negara-negara miskin atau berkembang 
memiliki dampak negatif. 
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2.9. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan 
Dalam beberapa dekade terakhir, ekonom sangat tertarik untuk melihat 
hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan. Namun, ada pandangan yang 
berbeda tentang hubungan ini. Sebagian besar ekonom, berpandangan bahwa 
hubungan antara keduanya adalah hubungan timbal balik kausal: ketimpangan 
mempengaruhi  pertumbuhan dan terbalik pertumbuhan juga mempengaruhi 
ketimpangan (Jha, 1999 dan Barro, 2000). Dimulai dengan Galor and Zeira 
(1993), diikuti oleh Alesina and Rodrik (1994), Perotti (1994), Persson and 
Tabellini (1994), Li and Zou (1998), Forbes (2000), Arjona et al. (2001), Lundberg 
and Squire (2003), Helpman (2004), Tachibanaki (2005), Sukiassyan (2007), 
Aghion and Howitt (1998), Huang et al. (2009) lebih mendukung pandangan 
bahwa ketimpangan mempengaruhi pertumbuhan. Landasan teorinya adalah 
ketimpangan pendapatan akan mempengaruhi jumlah investasi, baik fisik dan 
manusia, yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan.  
Namun, di sisi lain beberapa ekonom berpendapat justru sebaliknya. 
Mereka lebih percaya bahwa pertumbuhan yang menciptakan ketimpangan 
(Kuznets, 1955; Revallion, 1995; Deininger and Squire, 1998; Dollar and Kraay, 
2002; and Adams, 2003). Argumen teoritis mereka adalah pertumbuhan akan 
menyebabkan setiap kelompok masyarakat mendapat manfaat, tetapi kelompok 
yang mengontrol faktor-faktor produksi dan modal biasanya mendapatkan 
keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya 
(pekerja). 
Peters (2010) meneliti bagaimana pertumbuhan sektoral di India 
mempengaruhi ketimpangan dengan analisis Social Accounting Matrix (SAM). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan sektor pertanian 
mengurangi ketimpangan, sementara pertumbuhan di sektor manufaktur dan 
jasa yang menimbulkan ketimpangan. Studinya mendukung Ravallion and Datt 
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(1996) menunjukkan bahwa pertumbuhan di sektor primer dan tersier 
mengurangi kemiskinan, sementara pertumbuhan di sektor sekunder tidak. 
Mereka menghubungkan hal ini dengan pertumbuhan produksi padat modal di 
bidang manufaktur, yang tidak bermanfaat bagi masyarakat miskin. Kesimpulan 
yang sama dengan  Khan and Thorbecke (1989) dan James and Khan (1997). 
Studi mereka menegaskan bahwa teknologi padat karya tradisional lebih egaliter 
dari pada teknologi modern padat modal. Alasannya adalah produksi di bawah 
teknologi tradisional menciptakan lebih banyak lapangan kerja, langsung dan 
tidak langsung terutama untuk rumah tangga di pedesaan. 
Studi lain oleh Risso and Carrera (2012), mempelajari hubungan jangka 
panjang antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di China 
selama periode pra-reformasi (1952-1978) dan pasca-reformasi (1979-2007). 
Hasilnya menunjukkan bahwa hubungan jangka panjang yang signifikan dan 
positif antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di kedua periode tersebut.  
Sementara itu, dalam pandangan lain tentang distribusi pendapatan dan 
pertumbuhan ekonomi di banyak Negara berkembang, terutama negara-negara 
dengan proses pembangunan ekonomi yang pesat atau dengan laju 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia menunjukkan berkorelasi 
positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan (Tambunan dalam 
Zakaria, 2012). Semakin tinggi pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan 
antara kaum miskin dan kaum kaya. Studi Quibria (2007) mengenai pertumbuhan 
dan kemiskinan di Asia menunjukkan bahwa secara umum negara-negara di 
Asia termasuk Indonesia, di satu sisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat 
mengurangi tingkat kemiskinan, namun di sisi lain menimbulkan ketimpangan 
dalam struktur ekonomi, bahkan mengalami penurunan dalam distribusi 
pendapatan yang mengakibatkan semakin besarnya ketimpangan regional. 
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Adelman dan Morris dalam Arsyad (2004), mengemukakan delapan faktor 
yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara 
sedang berkembang, yaitu; (1) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah, (2) 
Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya 
pendapatan per kapita, (3) Inverstasi yang banyak dalam proyek-proyek padat 
modal (capital intensive), (4) Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi 
tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang, (5) 
Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang berkembang 
dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakstabilan 
permintaan negara-negara terhadap ekspor negara-negara sedang berkembang, 
(6) Pelaksanaan kebijakan industri untuk melindungi usaha-usaha golongan 
kapitalis, (7) Rendahnya mobilitas sosial dan (8) hancurnya industri-industri 
kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain. 
2.10. Pengeluaran Pemerintah dan Penyerapan Tenaga Kerja 
Kesempatan kerja merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi 
suatu perekonomian. Menyediakan kesempatan kerja yang sesuai dengan 
jumlah tenaga kerja yang tersedia merupakan tanggung jawab penting bagi 
pemerintah terhadap perekonomian. Kebijakan pemerintah sangat penting 
artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam menciptakan kesempatan 
kerja. Pemerintah yang stabil dan yang berusaha membantu perkembangan 
sektor swasta mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan 
kegiatan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. 
Pengeluaran pemerintah merupakan suatu  jenis kebijakan  yang dapat  
dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan 
masyarakatnya melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 
Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan 
penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, 
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pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui 
pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka 
menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan operasional dan 
pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak 
ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta 
menjaga stabilitas perekonomian (Djunasien dan Hidayat, 2002). 
Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk  
membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum baik 
pembangunan secara fisik maupun non fisik. Peranan anggaran pembangunan 
lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang lebih stabil dan kondusif 
bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan 
stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kaitan dengan pengelolaan 
APBD secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang 
tersedia, maka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan harus dilakukan 
seoptimal mungkin. 
Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran 
pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara 
tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya 
perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total 
investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan 
seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah 
terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, 
tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. 
Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan 
swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan 
pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam 
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presentase  terhadap  GNP  semakin  besar  dan  presentase  investasi  
pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat 
ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih 
dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial 
seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat. 
2.11. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja 
Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan pengaruh positif 
terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan analisis dari sisi 
penawaran (sisi produksi), dimana output dibayar sebagai pembayaran faktor 
kepada tenaga kerja dan modal. Dalam konteks ini, pertumbuhan output akan 
mendorong terjadinya peningkatan upah, yang pada akhirnya mendorong 
permintaan dan penawaran tenaga kerja. 
Hukum Okun yang melihat bahwa dalam jangka pendek, tingkat 
pengangguran dan output  berhubungan erat. Okun dalam Dornbusch et.al 
(2004) menjelaskan bahwa 1 poin tambahan pengangguran akan menurukan 
PDB sebesar 2 persen atau dengan kata lain, 1 poin tambahan pengangguran 
membebani 2 persen PDB.  
Berdasarkan pada Hukum Okun ini, juga dijelaskan antara penyerapan 
kerja dengan pertumbuhan produk domestik bruto riil, dimana keduanya 
mempunyai hubungan yang positif. Seperti yang dikatakan Okun dalam Sultan 
(2010) bahwa setiap laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,2 persen di atas 
tingkat trend yang dicapai pada tingkat tertentu, tenaga kerja kerja terserap naik 
sebesar 1 persen. Tingkat pengangguran yang minimal (4 persen per tahun) 
akan dicapai bila seluruh kapasitas produksi terpakai (full employment). 
Selain itu penyerapan tenaga kerja juga sangat terkait dengan tujuan 
makro ekonomi nasional dan daerah, yakni pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 
harga. Ketiganya sangat terkait antara satu dengan yang lainnya, misalnya 
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antara pengangguran (kebalikan penyerapan tenaga kerja) dengan tingkat inflasi. 
Mankiw (2007) menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat 
kebijakan ekonomi adalah inflasi yang rendah dan pada saat yang sama 
pengangguran juga rendah, tetapi seringkali kedua tujuan ini bertentangan. 
Menurutnya terjadi trade-off antara inflasi dan pengangguran. Pada saat 
dibutuhkan output yang tinggi, berarti pengangguran akan  lebih rendah, karena 
perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja ketika memproduksi lebih 
banyak. Sebaliknya, motif untuk meningkatkan jumlah output didorong oleh 
permintaan yang tinggi, yang berarti pula pada tingkat harga yang relatif tinggi 
dari tahun sebelumnya (inflasi). Jadi, tindakan pengambil kebijakan untuk 
meningkatkan permintaan agregat dalam jangka pendek akan menurunkan 
pengangguran, tetapi inflasi meningkat. Sebaliknya, menurunnya permintaan 
agregat akan meningkatkan pengangguran serta inflasi akan turun. 
2.12. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan 
Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup 
berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan 
institusi-institusi nasional. Di samping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus mencerminkan 
perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secera 
keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan 
individ maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju 
menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara materil maupun 
spiritual (Todaro, 2006). 
Pengukuran keberhasilan pembangunan telah berkembang dari waktu ke 
waktu. Tahun 1990 Perserikatan Bangsa Bangsa mulai memperkenalkan ukuran 
keberhasilan pembangungan melalui suatu indeks yang disebut Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). IPM  merupakan suatu ukuran yang meliputi 
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gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu (1) usia panjang 
yang  diukur dari usia harapan hidup, (2) pengetahuan yang diukur dengan rata-
rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata 
tahun sekolah, dan (3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita 
riil yang telah disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara 
(Kuncoro, 2006). 
Untuk mempermudah pencapaian usaha meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat diperlukan indikator tentang kesejahteraan masyarakat. Banyak 
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan 
masyarakat, akan tetapi pertumbuhan ekonomi menjadi suatu indikator yang 
sering menjadi pokok sasaran pembangunan. Karena, pertumbuhan ekonomi 
akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per 
kapita akan meningkatkan kemampuan (daya beli) masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan (Arsyad, 
2004). 
Menurut Mazumdar dalam Rana dan Dzathor (2008) terdapat empat teori 
yang menjelaskan hubungan antara pendapatan nasional dan pembangunan 
manusia yang masing-masing teori didukung oleh hasil penelitian empiris. Teori 
pertama menyatakan bahwa perubahan pendapatan nasional tidak berhubungan 
dengan perubahan pembangunan manusia. Karena dapat saja pertumbuhan 
ekonomi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan individu. Teori kedua 
menyatakan bahwa pembangunan manusia dan perubahan pendapatan nasional 
mempunyai hubungan timal balik. Teori ketiga sesuai dengan pandangan 
ekonom neoklasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi membawa 
perbaikan pembangunan manusia. Teori keempat menyatakan bahwa 
pembangunan manusia berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 
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karena peningkatan pembangunan manusia akan menghasilkan pertumbuhan 
ekonomi pada masa yang akan datang. 
2.13. Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan 
Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat 
 
Pendekatan pembangunan yang terdesentralisasi mengantarkan 
pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengaloasikan 
pengeluaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui penyerapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi daerah. (Martinez-
Vazquez and McNab (2005); Khusaini (2006) memiliki perspektif yang hampir 
sama bahwa secara teoritis pendekatan desentralisasi fiskal dan dampaknya 
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah saat ini sedang berkembang pesat 
melalui sejumlah riset yang dilakukan pada sejumlah negara, termasuk 
Indonesia. Dalam perspektif teoritis, terdapat keseragaman argumentasi yang 
menyatakan bahwa implementasi desentralisasi fiskal yang tepat akan 
mendorong peningkatan efisiensi ekonomi sektor publik sehingga dapat 
berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal 
mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan menciptakan kesempatan 
kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
Kemampuan desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi secara langsung, dimana pengeluaan pemerintah dalam bentuk alokasi 
belanja infrastruktur diyakini akan efektif secara langsung menyerap tenaga kerja 
lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, alokasi belanja 
daerah pada social overhead akan mendorong investasi sektor swasta yang 
mampu menyerap tenaga kerja, sehingga output dan pendapatan dapat 
meningkat yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 
Kemampuan alokasi belanja pemerintah dalam menyerap tenaga kerja 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah program pembangunan, 
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terutama disebabkan oleh informasi yang valid dari pemerintah daerah tentang 
potensi sumberdaya yang dimilikinya.Dengan asumsi, informasi tersebut dapat 
dioptimalkan dalam program pembangunan dan pelayanan public yang tepat, 
sesuai kebutuhan riil masyarakat. 
Berdasarkan perspektif tersebut, pemerintah diyakini mampu 
mengalokasikan anggaran kepada sektor-sektor ekonominya yang strategis 
secara efisien dibandingkan oleh pemerintah pusat. Hanya saja, Martinez-
Varquez (1997) memberikan penegasan bahwa pengaruh langsung alokasi 
belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah hanya akan terjadi, bila 
desentralisasi fiskal berjalan secara efektif. Berbeda dengan argumentasi 
khusaini (2006), menidentifikasi hubungan keduanya secara tidak langsung, 
melalui tiga mekanisme, yakni: Pertama, pengaruh positif bila desentraliasi fiskal 
akan meningkatkan efisiensi ekonomi pada aspek government expenditure dan 
secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengaruh 
negatif bila desentralisasi fiskal menyebabkan macroeconomic instrability, 
sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi, Ketiga, perbedaan pengaruh 
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda antar negara 
maupun antar daerah sebagai akibat dari kelembagaan dan potensi sumberdaya 
yang berbeda. Pada negara sedang berkembang, ataupun daerah yang belum 
berkembang, pengaruhnya dapat negatif karena lemahnya aspek kelembagaan, 
minimnya potensi sumberdaya ekonomi serta rendahnya  skill tenaga kerja yang 
akan mengelola sumberdaya alam, sosial dan keuangan. 
Desentralisasi dan efeknya pada bidang ekonomi dalam hal ini alokasi 
belanja daerah diekspektasi memiliki dampak positif terhadap upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Dampak positif tersebut diperoleh melalui efisiensi 
ekonomi dan sasaran layanan yang lebih baik. jika hal tersebut dapat dicapai 
melalui desentralisasi fiskal, maka diharapkan masyarakat memiliki akses yang 
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cukup terhadap jasa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang lebih 
muda, dibandingkan bila dsediakan oleh pemerintah pusat. Akses yang memadai 
terhadap layanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan an ekonomi untuk 
mengantarkan masyarakat mencapai derajat kesejahteraan yang tinggi. 
2.14.  Hasil Penelitian Terdahulu 
2.14.1. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi 
Beberapa dekade terakhir, banyak penelitian yang pernah dilakukan 
untuk mengukur dan menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Penelitian tentang pengaruh desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi memang telah banyak ditemukan, akan tetapi 
sebagaimana dikemukakan pada bagian awal, kesimpulan yang diperoleh 
ternyata tidaklah sama, bahkan cenderung bertolak belakang. Banyak ahli yang 
berpendapat bahwa desentralisasi fiskal ini akan berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, sebagaimana hasil studi Malik at.el (2006), limi (2005), 
Fadjar dan Sembiring (2007), serta Wibowo (2008). Sementara di sisi lain, tidak 
sedikit juga yang berpendapat sebaliknya, bahwa desentralisasi fiskal justru 
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan 
dalam studi Jin dan Zou (2005). 
Selain itu, Ndjokou (2013) telah mengevaluasi hubungan antara kebijakan 
fiskal dan pertumbuhan. Untuk tujuan ini, ia mengevaluasi pengaruh tingkat 
pengeluaran publik dan pendapatan serta komposisi anggaran pada 
pertumbuhan ekonomi yang diambil dari 9 negara dari CFA Franc Zona selama 
periode 1990- 2010. Dengan menggunakan fokus pada analisis data panel, hasil  
analisis menemukan bahwa pengeluaran publik secara signifikan mengurangi 
pertumbuhan. 
Selain studi yang dilakukan pada sejumlah negara tersebut, di Indonesia 
hingga saat ini juga telah terpublikasi sejumlah hasil studi empirik berkaitan 
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dengan topik-topik yang terkait dengan desentralisasi pembangunan khususnya 
pada bidang fiskal, pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan 
kemiskinan. Perspektif yang sama ditunjukkan Brodjonegoro (2001), Dartanto 
dan Brodjonegoro (2003), studi dilakukan pada level provinsi di Indonesia 
dengan menggunakan model persamaan simultan, menunjukkan hasil bahwa, 
secara umum desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu mengimbangi 
ketimpangan antar daerah. Studi juga dilakukan melalui pengelompokan provinsi 
ke dalam kawasan tertentu, hasilnya menunjukkan bahwa kebijaksanaan 
desentralisasi fiskal berdampak mengurangi ketimpangan antara Kawasan Timur 
Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Ditunjukkan dengan 
pertumbuhan ekonomi daerah di KTI yang lebih tinggi dan berada diatas rata-rata 
nasional. Ironisnya, fakta menunjukkan Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah 
dengan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah. 
Mursinto (2004) melakukan studi tentang pengaruh derajat desentralisasi 
fiskal dan tingkat kemandirian keuangan serta elastisitas pendapatan asli daerah 
terhadap kategori pemerintahan kabupaten dan kota pada awal otonomi daerah 
di Provinsi Jawa Timur. Studi ini mengkombinasikan sejumlah model analisis, 
antara lain model derajat desentralisasi fiskal, model tingkat kemandirian, model 
elastisitas PAD, model skoring, model analisis diskriminan dan model analisis 
korelasi. Secara keseluruhan studi ini menemukan bahwa pengaruh derajat 
desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan serta elastisitas PAD 
terhadap kategori Pemerintahan Kabupaten dan Kota pada awal otonomi daerah 
di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda kemampuannya dalam melaksanakan 
otonomi daerah. Jumlah kabupaten dan kota yang telah mampu melaksanakan 
otonomi daerah dilihat dari sisi keuangan daerahnya sebanyak 12 daerah atau 
hanya mencapai 32,43 persen. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat korelasi 
yang signifikan pengeluaran pembagunan terhadap PDRB Kabupaten dan Kota 
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pada awal otonomi daerah, dimana semakin besar pengeluaran pembangunan 
untuk kepentingan publik yang berupa sarana dan prasarana akan membawa 
dampak meningkatnya PDRB yang pada gilirannya akan berhasil pula 
meningkatkan pembangunan ekonomi daerah kabupaten dan kota di Provinsi 
Jawa Timur. 
Khusaini (2006) menggambarkan pelaksanaan desentralisasi fiskal di 
Indonesia melalui studi yang dilakukan di Jawa Timur. Sejumlah hasil studi, 
antara lain, pertama, pada sisi pengeluaran, expenditure decentralization telah 
berlangsung, tetapi pemerintah pusat masih melakukan pengeluaran-
pengeluaran terutama untuk urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya 
yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kedua, pada 
sisi penerimaan, revenue decentralization masih belum terimplementasikan 
dengan baik., khususnya di Jawa Timur. Ketiga, masih banyak terjadi kesalahan 
interpretasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di sejumlah daerah, dengan lebih 
banyak menyentuh sisi penerimaan daerah (khususnya PAD) yang terbukti 
dengan banyak Perda yang bermasalah. Khusaini (2006) juga memaparkan hasil 
kajian West dan Wong (1995), menunjukkan desentralisasi fiskal di China justru 
meningkatkan ketimpangan antar daerah dalam penyediaan fasilitas kesehatan 
dan pendidikan. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada hasil kajian Winkler dan 
Round (1996), desentralisasi fiskal di Chilie menciptakan ketidak-adilan dalam 
pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. 
Nursini (2006) mengembangkan studi mengenai hubungan kebijaksanaan 
fiskal, keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 
periode 1974-2003. Studi ini menggunakan data sekunder time series dengan 
metode analisis model estimasi pengaruh langsung dan model tidak langsung 
melalui sistem persamaan simultan. Hasil studi menunjukkan, pertama, investasi 
SDM dan R&D berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
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ekonomi, baik dibiayai dari pajak maupun dari utang luar negeri, sementara 
pengeluaran rutin dan investasi infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, keterbukaan ekonomi berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pengaruh 
tidak langsung pengeluaran rutin, investasi infrastruktur, investasi SDM, investasi 
R&D dan keterbukaan ekonomi berbeda-beda, tergantung pada kemajuan 
teknologi, pembentukan modal manusia, investasi swasta, dan penyerapan 
tenaga kerja. Keempat, penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara penerimaan utang luar negeri 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Waluyo (2007) melakukan studi tentang pertumbuhan ekonomi dan 
ketimpangan antar provinsi dan kawasan sejak diberlakukannya otonomi daerah 
di Indonesia (2001-2005), dengan tujusn untuk menganalisis dampak 
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 
pendapatan antar daerah, dengan menggunakan model persamaan simultan 
melalui penggunaan data panel antar provinsi. Hasil studi ini menunjukkan, 
pertama, desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
daerah relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya 
sumberdaya alam dibandingkan daerah bukan pusat bisnis dan miskin 
sumberdaya alam. Kedua, mekanisme transfer dana PKPD selama ini lebih 
menguntungkan bagi daerah yang kaya sumberdaya alam melalui mekanisme 
bagi hasil SDA. Ketiga, alokasi dana bagi hasil SDA untuk investasi sektor kunci 
dalam perekonomian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 
Keempat, mekanisme DBHP lebih menguntungkan daerah kota yang merupakan 
pusat bisnis dan industri, karena basis pajak daerahnya lebih tinggi. Kelima, 
daerah-daerah yang miskin SDA dan bukan pusat bisnis dan industri 
mengandalkan penerimaan daerah dari DAU dan DAK. Keenam, desentralisasi 
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fiskal berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah, terutama 
antara daerah-daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara KBI dan 
KTI.  
 Sasana (2008) melakukan studi mengenai pengaruh desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan anatar daerah serta 
penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Tengah. Studi ini mempergunakan data panel yang menggabungkan data time-
series periode pengamatan dan cross-section kabupaten/kota, dengan memakai 
metode analisis jalur (path analysis) untuk melihat pengaruh dan korelasi antar 
variabel. Hasil studi secara umum menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar 
daerah, tenaga kerja terserap serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan 
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada masing-masing daerah yang makin 
besar akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh terhadap menurunnya 
kesenjangan antar daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
2.14.2. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi  
Sejumlah penelitian telah difokuskan pada hubungan antara pengeluaran 
pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan berkembang 
seperti Indonesia. Hasil bervariasi dari satu studi dengan yang lainnya. Barro 
(1991) dalam studi cross section dari 98 negara untuk jangka waktu antara 1960-
1985, menggunakan tingkat pertumbuhan PDB perkapita riil rata-rata tahunan 
dan rasio konsumsi pemerintah dan menyimpulkan bahwa hubungan antara 
pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah adalah negatif dan 
signifikan. Bukti tambahan menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan yang positif 
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terkait dengan langkah-langkah stabilitas politik dan berbanding terbalik dengan 
proxy untuk distorsi pasar.  
Vu Le dan Suruga (2005) meneliti dampak simultan belanja publik dan 
Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi dari 105 negara 
berkembang dan maju untuk periode 1970-2001 dengan menggunakan Fixed 
Efect Model (FEM). Temuan utama mereka dapat dikategorikan menjadi tiga: 
FDI, belanja publik dan inestasi swasta berperan dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengeluaran publik non-capitall memiliki dampak 
negatif pada pertumbuhan ekonomi dan akhirnya, belanja berlebihan dalam 
belanja modal publik dapat menghambat efek menguntungkan dari FDI. 
Monteiro and Turnovsky (2008), Peran belanja pemerintah merupakan 
faktor penentu pertumbuhan ekonomi, menggunakan model pertumbuhan 
endogen dua sektor yaitu modal fisik dan modal manusia. Modal fisik dalam 
bentuk infrastruktur. Dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi menciptakan 
kesejahteraan. Temuan ini mengkorfirmasi bahwa pemerintah dalam melakukan 
pilihan belanja yang produktif. 
Alexiou (2009), meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 
pengeluaran pemerintah di South Eastern Europa (SEE) dengan menggunakan 
data panel menghasilkan hasil yang signifikan. Lebih khusus, bukti yang 
dihasilkan menunjukkan bahwa empat dari lima variabel yang digunakan dalam 
estimasi yaitu belanja pemerintah pada pembentukan modal, bantuan 
pembangunan, investasi swasta dan keterbukaan perdagangan semua memiliki 
efek positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  
Hal yang sama, Taban (2010) meneliti pengeluaran pemerintah dan 
pertumbuhan ekonomi untuk periode 1987: Q1 2006: Q4 dan dengan 
pendekatan MWALD Uji Granger Kausalitas. Dia menemukan bahwa pangsa 
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pengeluaran pemerintah dan pangsa investasi terhadap PDB adalah berdampak 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  
Penelitian yang dilakukan Shin (2010) di China menemukan  pengeluaran 
pemerintah dalam bentuk subsidi pendidikan mendorong investasi dalam modal 
manusia yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 
menurunkan kesenjangan. Sementara Asghar et al (2011a), pengeluaran untuk 
yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan memberikan kontribusi 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memperhatikan kebijakan 
untuk mendorong sektor  swasta berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan dan 
kesehatan. Lebih lanjut Asghar et al. (2011b), hubungan positif antara belanja 
pemerintah pada modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja 
pelayanan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak 
sumberdaya untuk sosial untuk meningkatkan produktivitas. Hal tersebut 
didukung oleh Radvansky (2011), investasi dalam bentuk pengeluaran pada 
pendidikan yang mengarah pada pelatihan dan pencegahan kesehatan akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda dengan Nurudeen and 
Usman (2010), belanja modal, pengeluaran untuk pendidikan memiliki efek 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pengeluaran pemerintah 
untuk transportasi dan kesehatan memiliki efek positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
Penelitian lain oleh Loto (2011), meneliti efek pertumbuhan pengeluaran 
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria selama periode tahun 
1980 sampai 2008, dengan fokus khusus pada sektor pengeluaran. Dia 
menyelidiki efek pertumbuhan pengeluaran pemerintah di Nigeria selama periode 
tahun 1980 sampai 2008, dengan fokus khusus pada pengeluaran sektoral. Lima 
sektor utama yang dipilih adalah (keamanan, kesehatan, pendidikan, 
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transportasi, dan komunikasi dan pertanian). Variabel diuji dengan Stationary 
dengan analisis Co-Integrasi dan Error-Correction. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dalam jangka pendek, pengeluaran pada pertanian ditemukan negatif 
terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dampak pendidikan meskipun juga negatif 
tidak signifikan. Dampak pengeluaran untuk kesehatan juga ditemukan positif 
terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun pengeluaran transportasi, 
keamanan nasional dan komunikasi yang positif terkait dengan pertumbuhan 
ekonomi, namun secara statistik tidak signifikan. 
Hal tersebut sejalan didukung oleh Bayarcelik and Tasel (2012), bahwa 
kunci pertumbuhan ekonomi adalah inovasi, sehingga pengeluaran R&D 
mempengaruhi pertumbuha ekonomi. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa ada 
tiga faktor pentng yang mendukung pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah: 
(a) akumulasi modal (tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia), (b) 
pertumbuhan penduduk yang menghasilkan angkatan kerja dan (c) kemajuan 
teknologi. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya perubahan teknologi.  
Nasiru (2012), mengkaji hubungan pemengeluaran pemerintah dan 
pertumbuhan ekonomi di Nigeria (1961-2010) dengan pendekatan ECM dan 
Granger Causality, hasil menunjukkan belanja modal menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa setiap 
pengurangan belanja modal akan memiliki dampak negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Nigeria. 
Selain itu, Chude dan Chude (2013), meneliti efek dari pengeluaran publik 
di bidang pendidikan pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria selama periode 
1977-2012. Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen yang sangat penting 
bagi pertumbuhan ekonomi untuk membuat kebijakan di negara-negara 
berkembang seperti Nigeria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria dengan 
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menggunakan Error Correction Model (ECM). Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian  Ex-post facto dengan time series untuk menguji efek jangka panjang 
dan pendek pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan 
memiliki hubungan yang positif dan signifikan secara statistik terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Nigeria dalam jangka panjang. Hasil  tersebut memiliki 
implikasi penting dalam hal kebijakan dan pelaksanaan anggaran di Nigeria. Hal 
yang sama, Okoro (2013), menggunakan data time series selama 32 tahun 
(1980-2011), menyelidiki dampak pengeluaran pemerintah terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Dengan penerapan uji Kausalitas Granger, 
Johansen Co-integrasi Test dan Error Correction Model, hasilnya menunjukkan 
bahwa ada hubungan dalam jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan 
pertumbuhan ekonomi di Nigeria.  
2.14.3. Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan 
Pengeluaran pemerintah, selain bertujuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi juga berusaha mengurangi ketimpangan pendapatan dan 
wilayah. Penelitian yang dilakukan Akita and Alisjahbana (2002), menggunakan 
indeks theil mengungkapkan bahwa, terjadi “trade off”  antara pertumbuhan 
ekonomi dan ketimpangan di Indonesia, dimana keika Indonesia mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi (datas 7 persen), ketimpangan pendapatan 
juga meningkat. Temuan yang ini memperkuat hasil temuan Tambuna (2001), 
bahwa pada periode 1980-an sampa pertengahan dekade 1990-an, ketika 
Indonesia mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata tingkat 
kesenjangan juga semakin besar. 
 Agussalim (2006) melakukan studi untuk menganalisis sejauh mana 
pengeluaran pemerintah mampu mereduksi kemiskinan, melalui dinamika 
pertumbuhan dan ketimpangan di Indonesia selama periode 1976-2004, dengan 
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menggunakan metode persamaan struktural model simultan. Studi ini diajukan 
untuk mengeksplorasi kesulitan pemerintah dalam melakukan ekspansi fiskal 
akibat anggaran yang kian terbatas, padahal angka kemiskinan masih relatif 
tinggi dan pertumbuhan cenderung mengalami perlambatan. Hasil studi 
menunjukkan, pertama, pertumbuhan dan penurunan ketimpangan merupakan 
sesuatu yang baik bagi si miskin. Kedua, kemiskinan tampak lebih responsive 
terhadap pertumbuhan daripada ketimpangan. Ketiga, pengeluaran pendidikan 
dan kesehatan merupakan kebijaksanaan yang berpihak pada upaya 
pengentasan kemiskinan. Keempat, pengeluaran kesehatan yang paling besar 
pengaruhnya terhadap semua ukuran kemiskinan. Kelima, semua variabel makro 
ekonomi, kecuali investasi, mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan.  
Kula and Millimet (2010), dalam jangka panjang terdapat hubungan 
negatif antara pertumbuhan dan ketimpangan, sedangkan dalam jangka pendek 
hubungan positif antara  pertumbuhan dan ketimpangan. Sementara hasil 
penelitian Harun et.al (2012) menunjukkan ekspansi pengeluaran publik 
meningkatkan distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan. Untuk itu dia 
merekomendasikan bahwa pemerintah harus meningkatkan peningkatan belanja 
publik dengan program pro kemiskinan. 
Fakhtong (2012), pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan 
pelatihan, pengembangan modal manusia dan kemajuan teknologi dapat 
menghasilkan efek global dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan penurunan 
ketimpangan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Fakhtong (2012), 
Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan pelatihan, 
pengembangan modal manusia dan kemajuan teknologi dapat menghasilkan 
efek global dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan. 
2.14.4. Pengeluaran Pemerintah dan Penyerapan Tenaga Kerja 
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Sulistyowati (2013). Penelitian menganalisis pengaruh dan dampak 
pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap penyerapan 
tenaga kerja sektoral dan kemiskinan di Jawa Tengah. Model dibangun dengan 
menggunakan pendekatan ekonometrika dalam persamaan simultan. Metode 
analisis menggunakan Two Stage Least Square. Hasil simulasi menunjukkan 
bahwa kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan, kesehatan dan 
infrastruktur menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada semua 
sektor dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan peningkatan pengeluaran 
infrastruktur paling besar pengaruhnya dalam peningkatan penyerapan tenaga 
kerja sektor industri dan pertanian. 
Mercan and Sezer (2014), Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan 
memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan status 
pendidikan akan meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas seseorang 
dan mengurangi resiko dar kemiskinan. 
Soeherman et.al (2014), pengaruh investasi swasta, investasi publik 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenga kerja serta kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
investasi publik  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, 
investasi publik perpengaruh positif  dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 
kerja, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kesejahteraan. 
2.14.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja 
Kusreni (2006) mengembangkan studi dengan judul pengaruh perubahan 
struktur ekonomi terhadap spesialisasi sektoral dan wilayah serta struktur 
penyerapan tenaga kerja sektoral di Jawa Timur. Studi ini menunjukkan hasil, 
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yakni: pertama, perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan negatif 
terhadap struktur penyerapan tenaga kerja. Kedua, perubahan struktur ekonomi 
berpengaruh signifikan terhadap spesialisasi sektoral. Ketiga, perubahan struktur 
ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap spesialisasi wilayah. Keempat, 
spesialisasi wilayah berpengaruh signifikan negatif terhadap spesialisasi sektoral. 
Kelima, spesialisasi sektoral berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan 
tenaga kerja. Keenam, spesialisasi wilayah berpengaruh positif, tapi tidak 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 
Ernawati (2008) melakukan studi tentang pengaruh perubahan ekonomi 
sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta 
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Studi ini 
menggunakan data panel 7 kabupaten/kota dan 10 tahun periode pengamatan 
1996-2005, dengan model analisis Partial Least Square (PLS). Hasil studi secara 
umum menunjukkan: perubahan ekonomi sektoral tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi; perubahan ekonomi sektoral berpengaruh 
signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja; pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja; pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat; dan 
penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan 
masyarakat.  
 
2.14.6. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan 
Shome dan Tondon (2010) melakukan penelitian hubungan antara 
pendapatan per kapita dan IPM terhadap 5 negara Asean menggunakan data 
tahun 2000 sampai dengan 2007. Hubungan antara pendapatan per kapita dan 
IPM dianalisis dengan korelasi Pearson, baik setiap negara maupun semua 
negara secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan di Filipina terdapat 
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hubungan negatif antara pendapatan per kapita dengan IPM dengan koefisien 
korelasi sebesar -0,070. Artinya pada saat pendapatan per kapita tinggi, IPM 
rendah. Namun demikian berdasar koefisien korelasi ini dapat diketahui bahwa 
hubungan antara pendapatan per kapita dan IPM di Filipina lemah. Singapore 
yang termasuk ke dalam kelompok negara IPM Sangat Tinggi terdapat  
hubungan positif dan lemah antara pendapatan per kapita dan IPM dengan 
koefisien koelasi sebesar 0,4710. Indonesia memiliki hubungan positif dan lebih 
kuat antara pendapatan per kapita dan IPM dibandingkan dengan 4 negara 
Asean lainnya. Koefisien korelasi antara pendapatan per kapita dan IPM di 
Indonesia sebesar 0,706. Koefisien korelasi antara pendapatan per kapita dan 
IPM di Malaysia dan di Thailand menunjukkan angka yang positif, yaitu berturut-
turut 0,2680 dan 0,3970. Hal ini menunjukkan bahwa di kedua negara tersebut 
adanya kecenderungan pada pendapatan per kapita tinggi maka IPM juga tinggi. 
Hasil analisis korelasi terhadap ke 5 negara Asean menunjukkan adanya korelasi 
positif antara pendapatan per kapita dan IPM dengan koefisien korelasi sebesar 
0,4760. 
Badrudin (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan 
ekonomi terhadap IPM menggunakan data kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 
Tengah. Periode penelitian dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan 
ekonomi semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat.  
Khodabakhshi (2011) melakukan penelitian tentang hubungan antara 
pendapatan per kapita dan IPM di India. Dengan menggunakan data tahun 2005 
hingga 2010. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 
yang lemah antara pendapatan per kapita dan IPM. 
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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 
3.1 Kerangka Konseptual  
Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal pada berbagai negara 
berkembang, selain dipengaruhi oleh adanya faktor kemunduran pembangunan 
ekonomi, kebijakan ini juga dipengaruhi oleh tuntutan terhadap peningkatan 
pelayanan masyarakat agar menjadi lebih baik (Behrman, 2003 dan Sidik, 2002). 
Adanya kegagalan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, kemudian 
muncul pemikiran mengenai perlunya pengaturan desentralisasi, termasuk 
desain desantralisasi fiskal, yaitu berkaitan siklus pengelolaan dana yang berasal 
dari pusat kepada daerah berupa subsidi dan bantuan (Widjaja, 2002). 
Kebijakan fiskal merupakan instrumen pokok yang mengantarkan 
pemerintah menjalankan perannya dalam perekonomian negara. Program 
pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan layanan sosial 
kemasyarakatan, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan 
bidang sosial kemasyarakatan lainnya merupakan bentuk perhatian pemerintah 
secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, 
kebijakan program dan penganggaran yang berorientasi pertumbuhan ekonomi, 
secara tidak langsung akan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui 
prinsip trickle down effect. 
Todaro dan Smith (2003) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah 
untuk social overhead dan ekonomi memberikan kesempatan kerja, menaikkan 
pendapatan dan selanjutnya meningkatkan kapasitas perekonomian. Sejalan 
dengan itu, Mankiw (2007) menjelaskan bahwa dengan didorong oleh insentif 
kebijakan fiskal, seperti pemotongan pajak, akan mendorong pertumbuhan 
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ekonomi melalui peningkatan tabungan masyarakat. Peran pemerintah dalam 
perekonomian, kembali ditegaskan Barro dan Sala-i- Martin (2004) yang secara 
spesifik disebut sebagai pengeluaran produktif pemerintah, memiliki korelasi 
secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap 
investasi.  
Hubungan antar variabel menggunakan dasar studi teoritik dan studi 
empirik, dijelaskan berikut ini. Pertama, belanja modal sebagai komponen 
penting dalam pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengingat belanja 
modal merupakan investasi sektor publik yang berpotensi mendorong tumbuhnya 
aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Korelasi ini dilandasi oleh dukungan 
teori, antara lain Keynes (1936, Barro (1990, Mankiw (2007), Todaro and Smith 
(2003), Barro and Sala-i-martin (2004), Cziraky (2004), Rosen and Gayer (2008), 
Hyman (2010). Beberapa studi empirik terdahulu yang memperkuat studi ini 
antara lain Brata (2004), Adi (2006, Nursini (2006), Agussalim (2006), Waluyo 
(2007), Ernawati (2008), dan Sasana (2008). 
Kedua, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 
kerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran pencapaian output dari 
setiap produksi, sehingga mampu mendorong peningkatan permintaan tenaga 
kerja, bukan hanya karena perluasan usaha, akan tetapi juga didorong oleh 
kenaikan tingkat upah. Hal ini didukung oleh teori antara lain Keynes (1936), 
Ricardo (1951), Okun dalam Dornbush (1991), Philips dalam Mankiw (2007). 
Selain itu, terdapat kajian empirik yang memperkuat penelitian ini terutama oleh 
Ernawati (2008) dan Sasana (2008) serta dalam perseptif struktur ekonomi 
penyerapan tenaga kerja oleh Kusreni (2006). 
Ketiga, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh 
terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 
103 
 
akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha yang 
semakin luas sehingga masyarakat memunginkan memperoleh pedapatan yang 
tinggi. Pendapatan yang tinggi tersebut akan meningkatkan daya belinya, 
sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya seperti untuk kepentingan 
perawatan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikan tingkat kesejahteraan 
masyarakat akan meningkat dengan didorong pertumbuhan ekoomi dan 
tingginya tenaga kerja yang terserap. Hal ini didukung oleh sejumlah teori antara 
lain Todaro and Smiht (2003, 2009), Rosen and Gayer (2008),  
Studi empiris lainnya menunjukkan pada sejumlah negara, termasuk 
Indonesia, memiliki hasil yang tidak seragam, bervariasi dan tidak konsisten 
antara satu negara dengan negara lainnya, serta antara daerah dengan daerah 
lainnya. Zhang and Zou (2001) menemukan pengaruh negatif desentralisasi 
terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di China. Martinez-Vazquez 
dan McNab (2001) dan Feltenstein and Iwata (2005) menyatakan bahwa 
desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
stabilitas ekonomi makro di daerah. Begitu pula untuk kasus di Indonesia 
sebagaimana hasil temuan Swasono (2007) dengan menggunakan data 367 
kabupaten/kota menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dalam hal ini diukur 
dengan dua ukuran yaitu rasio pendapatan daerah dan rasio pengeluaran, 
cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  
Berbeda halnya dengan hasil penelitian Wibowo (2008) dengan 
menggunakan data 29 provinsi di Indonesia menemukan desentralisasi fiskal 
berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Hal tersebut sejalan dengan 
penelitian Waluyo (2007) dalam Haryanto (2012) yang menggunakan data 33 
provinsi menemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana mekanisme pemberian Dana Bagi 
Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) 
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berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di daerah 
pusat bisnis dan miskin sumberdaya alam. Di samping itu juga disimpulkan 
bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan faktor dominan dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi daerah. 
Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, dimana negara-negara 
berkembang melakukan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai salah satu cara 
meloloskan diri dari adanya berbagai ketidakefektifan dan ketidakefisienan 
pemerintah, serta ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi (Bird dan Vaillancourt, 
2000). Kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai instrumen dalam 
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 
Transmisi pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 
ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal akan menambah wewenang dan 
tanggung jawab daerah otonom (pemerintah kabupaten/kota) terhadap 
manajemen dan pengelolaan sumberdaya dan permasalahan lokal. 
b. Adanya penambahan wewenang dan tanggung jawab otonom tersebut 
dijabarkan salah satunya melalui penambahan dana transfer dari pusat ke 
daerah, sehingga berdampak pada bertambahnya pendapatan daerah dan 
senderung meningkatkan pembelanjaan publik daerah. 
c. Peningkatan belanja publik tersebut mengarah pada dua dampak yaitu; 
Dampak langsung yaitu efisiensi alokatif sektor publik. Hal ini menunjukkan 
tingkat seberapa besar prosentase kebocoran anggaran dan sejauh mana 
peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat terjadi karena 
adanya peningkatan pendapatan tersebut. Dampak tidak langsung yaitu 
adanya peningkatan wewenang, mengharuskan daerah otonom 
menghasilkan peraturan daerah sebagai dasar hukum dan acuan teknis 
pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal. Adanya penambahan 
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pembelanjaan publik akibat kenaikan wewenang tersebut jika tidak ditopang 
dengan aspek kelembagaan yang baik, akan meningkatkan instabilitas 
makro yaitu naiknya inflasi di daerah karena dimungkinkan penciptaan utang 
oleh daerah sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan. Sedangkan 
jika perubahan kebijakan tersebut ditopang  dengan kapasitas kelembagaan 
yang baik, terwujud melalui kecukupan aturan yang diterbitkan, akan dapat 
meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya transaksi dan 
meminimimalisir penciptaan utang daerah, sehingga menyerap gejolak inflasi 
di daerah otonom kabupaten/kota.  
Dalam perspektif pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan 
kuat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan 
APBD setiap tahunnya. APBD kabupaten/kota merupakan gambaran keseriusan 
pemerintah daerah untuk mengkonkritkan perannya dalam menciptakan 
kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang 
menjadi wewenangnya untuk dibiayai dalam satu tahun berjalan.  
Kebijakan APBD kabupaten/kota sebagai bentuk aktualisasi fungsi 
pemerintah daerah berperan dalam mewujudkan pembangunan pro-rakyat dalam 
bentuk penyediaan public services yang dibutuhkan masyarakat. Tiga aspek 
pokok kebijakan APBD ini, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. 
ketiganya akan memberikan implikasi yang berbeda pada pencapaian tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Pada sisi penerimaan daerah harus menekan distorsi 
ekonomi daerah dan pada sisi yang lain kebijakan belanja harus bisa 
memberikan efek multiplier ekonomi yang besar terhadap aktivitas ekonomi 
masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan 
perannya menjalankan fungsi alokatif dan distributive, untuk pemerataan 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. 
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Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah di fokuskan pada alokasi 
belanja modal sebagai investasi sektor publik, di mana di samping memberikan 
efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi 
program padat karya, juga secara tidak langsung melalui pengembangan 
aktivitas usaha ekonomi bagi perusahaan. Ketersediaan sejumlah infrastruktur 
ekonomi akan mendorong berkembangnya investasi swasta sehingga membuka 
lapang pekerjaan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
Temuan yang diharapkan mampu dilahirkan disertasi ini, antara lain 
berupa pengutan dan pembuktian terhadap teori yang telah ada sebelumnya, 
serta bantahan atas temuan konsep baru yang dapat menjadi landasan 
pengembangan keilmuan lebih lanjut. 
Gambar 3.1 
Skema Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Proses mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 
mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan salah satu 
bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah, salah satunya 
BELANJA 
MODAL 
 (X) 
PERTUMBUHAN 
EKONOMI (Y1) 
KETIMPANGAN 
PENDAPATAN 
(Y2) 
PENYERAPAN 
TENAGA KERJA 
(Y3) 
 
KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT 
(Y4) 
107 
 
diwujudkan melalui penikatan belanja modal setiap tahunnya. Pemerintah daerah 
berusaha secara langsung mencipatkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat 
melali implementasi kegiatan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur 
yang bersifat padat karya. Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur 
ekonomi, akan mendorong aktivitas ekonomi secara luas yang diharapkan dapat 
mendatangkan investasi swasta, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 
serta terbuka kesempatan kerja dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
Alokasi belanja modal akan mendorong investasi, sehingga kapasitas 
produksi akan meningkat. Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan 
meningkatkan produksi barang dan jasa pada berbagai aktivitas ekonomi 
masyarakat yang kemudian menndorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Pada saat yang sama, peningkatan kapasitas produksi akan mendorong 
terbukanya sejumlah kesempatan keja dan kesempatan berusaha, sehingga 
berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, peningkatan 
pertumbuhan ekonomi daerah yang di dorong oleh peningkatan produksi barang 
dan jasa dari sektor-sektor yang dijalankan oleh masyarakat akan memberikan 
pengaruh pada penyerapan tenaga kerja. 
3.2 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka pikir penelitian yang disusun 
maka hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari hipotesis yang berhubungan 
dengan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, penyerapan tenaga 
kerja dan kesejahteraan sebagai akibat alokasi belanja modal.  Perumusan 
hipotesis sebagai berikut: 
1. Alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
3. Alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 
terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Sulawesi Selatan. 
4. Alokasi belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota 
di Provinsi  Sulawesi Selatan. 
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BAB IV 
METODE PENELITIAN 
4.1. Desain Penelitian 
Secara umum penelitian dirancang sebagai penelitian yaang akan 
menguji jawaban terhadap masalah. Pilihan atas rancangan penelitian yang 
bersifat verifikatif eksplanatori ini merupakan konsekuensi dari pola pemikiran 
deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari penalaranan deduktif merupakan hasil 
pemikiran (logic) , dimana pada umumnya didasari atas ketidakpuasan terhadap 
sesuatu, bukan hanya hasil pemikiran orang lain, bahkan termasuk dengan hasil 
pemikiran sendiri. Karena itu, kesimpulan deduktif dianggap sebagai kesimpulan 
sementara atasu sebagai dugaan. Sehinga untuk meyakinkan kebenarannya 
diperlukan pengujian (verifikasi) yaitu membandingkan dan atau menyesuaikan 
keadaan empirik dengan proses penalaran induktif. 
Penelitian ini ditujukan untuk mengukur pengaruh antara variabel 
independen alokasi belanja modal pada APBD dengan variabel dependen 
pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan 
kesejahteraan masyarakat (IPM) melalui metode kuantitatif dengan 
menggunakan persamaan simultan (simultaneous equation). Hasil pengujian 
(verifikasi) tersebut diharapkan menghasilkan fakta dan temuan spesifik yang 
berkontribusi pada pengembangan keilmuan, khususnya yang terkait dengan 
teori pertumbuhan dan pembangunan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan 
masyarakat. 
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4.2. Obyek Penelitian 
Obyek dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan selama periode 2008 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan data 
panel (pooled data) dengan menggabungkan data cross section dan time series 
24 kabupaten/kota . Penelitian ini difokuskan pada data Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) dari belanja modal, ketimpangan pendapatan, 
penyerapan tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang 
mencerminkan kesejahteraan masyarakat setiap kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
4.3. Data Penelitian  
Data yang digunakan pada penelitian adalah data sekunder yang 
bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Bappeda masing-
masing kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini, yaitu: data APBD dalam bentuk Alokasi Belanja Modal, Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk, 
Penyerapan Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, serta data lain yang  
diperlukan untuk menunjang penelitian ini. 
4.4.  Model Analisis 
Untuk meneliti keterkaitan antara alokasi belanja modal, pertumbuhan 
ekonomi, ketimpangan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan 
masyarakat akan digunakan persamaan simultan model rekursif. Dengan 
demikian spesifikasi umum model persamaan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: 
a. Model persamaan regresi pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan 
ekonomi 
PE = α +β1AMB +ε      (4.1) 
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b. Model persamaan regresi pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan 
KETIMPANGAN = α +β1AMB + β2PE + ε   (4.2) 
c. Model persamaan regresi pengaruh belanja modal dan pertumbuhan 
terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
PTK = α +β1AMB + β3PE + ε     (4.3) 
d. Model persamaan regresi pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi 
dan penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat 
IPM = α +β1AMB + β2PE + β4PTK + ε    (4.4) 
Dimana : 
AMB    =  Alokasi belanja modal  
PE      = Pertumbuhan Ekonomi  
KETIMPANGAN= Ketimpangan Pendapatan  
 PTK   = Penyerapan Tenaga Kerja  
IPM  = Kesejahteraan Masyarakat  
                     = Error Term 
α  = Intercept 
β  = Koefisien regresi variabel yang diestimasi 
4.5.  Uji Model Persamaan Simultan 
 Dalam sistem persamaan simultan untuk mendeteksi simultanitas antar 
variabel dilakukan  dengan uji Hausman dan Uji Eksogenitas. Kondisi 
Simultanitas pada suatu  sistem persamaan simultan perlu dilakukan untuk 
menentukan apakah terjadi bias simultanitas atau tidak. 
4.5.1. Uji Bias Simultan  
Uji bias simultan dilakukan untuk memastikan apakah model persamaan 
simultan yang digunakan  dapat diperlakukan sebagai persamaan simultan atau 
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tidak. Peralatan yang paling sering digunakan untuk pengujian bias simultan 
adalah Hausman Test. Prosedur pengujian dilakukan dengan tahapan sebagai 
berikut: (1) menyusun bentuk persamaan reduced form;  (2) melakukan estimasi 
dengan menggunakan metode OLS; (3) residual hasil estimasi reduced form 
vaiabel yang dianggap endogen disubtitusi ke dalam persamaan struktural dan 
diestimasi dengan menggunakn metode OLS; dan (4) jika koefisien residual 
sama dengan nol maka  null hypotesis tidak ditolak yang berarti tidak simultan, 
dan jika koefisien residual tidak sama dengan nol maka  null hypothesis  ditolak  
yang bias simultan. 
4.5.2. Uji Eksogenitas 
Uji eksogenitas dilakukan untuk memastikan apakah varaibel endogen 
yang digunakan dalam persmaan simultan dapat (atau tidak) diperlakukan 
sebagai varaiebl endogen atau variabel eksogen. Prosedur pengujian dilakukan 
dengan tahapan sebegai berikut: (i) menyusun bentuk persamaan reduced form; 
(ii) melakukan etimasi reduced form  variabel yang dianggap endogen disubtitusi 
kedalam persamaan struktural dan estimasi dengan menggunakan metode OLS. 
Keidah pengujian dirumuskan sebagai berikut: 
H0 = variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen 
Ha = varabel endogen tidak dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. 
Jika nilai probabiltas F-hitung lebih kecil dari α=0,05, maka model yang 
digunakan dibenarkan memiliki hubungan simultan. Sebaliknya, jika nilai 
probabilitas F-hitung lebih besar dari α=0,05, maka model yang digunakan tidak 
dibenarkan memiliki hubungan simultan. 
4.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Studi ini akan menguji pengaruh alokasi belanja modal terhadap 
pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan 
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kesejahteraan. Untuk mengoperasionalkan masing-masing variabel penelitian, 
maka disusun definisi operasional sebagai berikut:  
1. Belanja Modal (ABM) adalah pengeluaran pemerintah berupa penyediaan 
berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap 
daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan. 
Komponen-komponen belanja modal mencakup, belanja tanah, belanja 
peralatan dan mesin, belnja gedung dan belanja bangunan, belanja jalan, 
irigasi dan jaringan, belanja asset tetap lainnya .Alokasi Belanja Modal 
diukur dengan rasio belanja modal terhadap total belanja.. 
2. Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah perubahan relatif nilai riil produk 
domestik bruto pada daerah otonom kabupaten dan kota dalam suatu 
periode tertentu. Besarnya pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam bentuk 
persen..  
3. Ketimpangan Pendapatan (KETIMPANGAN) adalah kesenjangan 
pendapatan perkapita yang terjadi antara kabupaten/kota yang diukur 
dengan menggunakan Indeks Entropi Theil. 
4. Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) adalah perbandingan jumlah penduduk 
yang berumur 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud 
memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau 
keuntungan, dengan lama paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam 
seminggu saat pendataan dilakukan dengan jumlah angkatan kerja. 
5. Kesejahteraan masyarakat dinyatakan (IPM)) adalah terpenuhinya hak-hak 
dasar masyarakat sehingga mencapai kualitas hidup yang layak. 
Kesejahteraan masyarakat ini diproksi dari pencapaian IPM yang 
menggambarkan tingkat perkembangan dan kemampuan sumberdaya 
manusia pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka diperoleh kesimpulan  sebagai berikut: 
1. Alokasi Belanja Modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan alokasi belanja modal 
pada ABPD akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan 
implementasi kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam belanja modal 
pada APBD, secara empirik dianggap tepat untuk tujuan makroekoomi 
daerah, mencapai pertumbuhan ekonomi daerah. 
2. Alokasi belanja modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan pendapatan disebabkan karena alokasi belanja modal untuk 
pembangunan infrastruktur yang ada di daerah perkotaan dibandingkan di 
wilayah pedesaan. Sedangkan perumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan.Penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan 
3. Alokasi belanja modal pada APBD dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan alokasi belanja modal ,khususnya 
yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur daerah terbukti mampu 
menyerap tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
4. Alokasi belanja modal pada APBD berpengaruh negatif dan dan tidak 
signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di 
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Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara pertumbuhan ekonomi  dan 
penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.. 
5. Temuan studi ini memberikan dukungan dan perspektif  pada sejumlah teori 
untuk pengembangan keilmuan. Pengaruh secara positif alokasi belanja 
modal pada APBD terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga 
kerja, mendukung dan memperkuat teori kebijakan fiskal (termasuk teori 
desentralisasi fiskal); teori pertumbuhan  antara lain dikemukakan oleh 
Keynes (1936); Barro (1990); Martinez-Varquez and Pressman (2000); 
Mankiw (2003); Barro and Sala-i-Marthin (2004); Cziraky (2004); Todaro 
and`Smith (2003, 2006); Musgrave and Musgrave (1983); Rosen and Gayer 
(2008); Hyman (2010) dan Halim (2008). 
6. 2. Saran 
1. Berkaitan dengan tujuan desentralisasi yang bertujuan untuk mengungai 
ketimpangan atar daerah, hendaknya pengalokasian belanja modal 
difokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis perekonomian 
daerah dan menyerap banyak tenaga kerja. Sulawesi Selatan merupakan 
daerah dengan basis perekonomian di sektor pertanian tentunta memerlukan 
pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan sektor tersebut. Untuk itu 
pengalokasian belanja modal hendaknya lebih banyak difokuskan pada 
pembangjunan infrastruktur pada sektor tersebut. 
2. Alokasi belanja modal pada APBD, hendaknya didesain secara tepat guna 
menyentuh aktivitas ekonomi yang nyata menjadi sumber pertumbuhan dan 
sekaligus memberi ruang dan peluang terbukanya kesempatan kerja dan 
kesempatan berusaha. 
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3. Sejalan dengan itu, mengingat dominannya peran pertumbuhan ekonomi 
dalam kerangka model pembangunan yang terdesentralisasi, seperti yang 
dikembangkan dalam studi ini, maka model pertumbuhan ekonomi daerah 
yang lebih tepat diterapkan dalam pilihan perubahan struktur ekonomi dengan 
pertumbuhan ekonomi berbasis pada penyerapan tenaga kerja yang tinggi 
dengan capaian peningkatan kesejahteraan yang tinggi pula. Langkah utama 
yang harus dilakukan dengan memperluas aktivitas ekonomi melalui dua 
pendekatan. Pertama, penguatan sektor swasta yang terkait dengan 
peningkatan investasi bagi daerah-daerah yang tidak memiliki kecukupan 
penerimaan dan kapasitas fiskal.  Kedua, melakukan promosi investasi di luar 
daerah dan asing untuk tujuan memenuhi kesukupan fiskal bagi dana 
pembangunan, khususnya investasi sektor publik. Untuk itu, pengambil 
kebijakan pembangunan pada daerah bersangkutan, hendaknya 
mengedepankan kegiatan  perdagangan dan perubahan teknologi untuk 
bagian penting dalam setiap visi dan misi pembangunan daerah. 
4. Kerangka implementasi pembangunan daerah sebagaimana strategi yang 
dimaksudkan tersebut, lebih detail dapat diimplementasikan ke dalam 
program-program pembangunan strategis pada setiap daerah antara lain: 
Pertama,  pembangunan berbasis keuntungan kompetitif, didasarkan pada 
unsur kreativitas, teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang 
dikombinasikan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi. 
Daerah dengan basis sektor pertanian, seyogyanya alokasi belanja modalnya 
lebih banyak dialokasikan pada pembangunan yang mendukung peningkatan 
di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor lainnya.  Keedua, 
pembangunan ekonomi kota dan desa. Kota merupakan pusat kegiatan 
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ekonom sektor modern (industri, perdagangan dan  jasa) dan memiliki 
keterkaitan yang kuat dengan sektor pertanian baik sebagai penyedia bahan 
baku maupun input secara umum di pasar. Dengan demikian pembangunan 
ekonomi desa juga merupakan bagian yang tidalk dapat dipisahkan dalam 
pembangunan ekonomi daerah, sehingga pembangunan ekonomi berciri 
pedesaan perlu dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dengan 
pembangunan ekonomi perkotaan. 
5. Untuk pengembangan keilmuan, untuk studi lanjut, studi empirik yang lebih 
mendalam diperlukan dengan pengembangan variabel yang lebih luas, 
khususnya pengembangan variabel alokasi belanja modal dan kesejahteraan 
masyarakat. Selain variabel alokasi belanja modal pada APBD, studi lanjutan 
hendaknya juga mencakup belanja langsung lainnya, seperti belanja barang 
dan jasa serta belanja pegawai. Pengembangan Variabel kesejahteraan 
masyarakat, tidak hanya mencakup IPM, akan tetapi hendknya mencakup 
indikator kesejahteraan masyarakat lainnya, seperti indeks kriminalitas 
(keamanan), indeks demokrasi dan partisipas daerah bersangkutan. 
LAMPIRAN  
System: OUTPUT    
Estimation Method: Least Squares  
Date: 04/23/15   Time: 03:03   
Sample: 1 144    
Included observations: 144   
Total system (balanced) observations 576  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 6.699909 0.359805 18.62093 0.0000 
C(2) 0.024248 0.014236 1.703319 0.0491 
C(3) 17.10242 3.969957 4.307960 0.0000 
C(4) 0.468801 0.085527 5.481344 0.0000 
C(5) -1.867106 0.499091 -3.741014 0.0002 
C(6) 89.73697 1.335288 67.20421 0.0000 
C(7) 0.059823 0.028767 2.079577 0.0380 
C(8) 0.248494 0.167868 1.480293 0.1394 
C(9) 87.90620 8.011562 10.97242 0.0000 
C(10) -0.011177 0.030488 -0.366587 0.7141 
C(11) 0.727420 0.176603 4.118965 0.0000 
C(12) 0.223846 0.087916 2.546119 0.0112 
     
     Determinant residual covariance 5540.445   
     
          
Equation: PE=C(1)+C(2)*ABM   
Observations: 144   
R-squared 0.020023    Mean dependent var 7.278264 
Adjusted R-squared 0.013121    S.D. dependent var 1.437826 
S.E. of regression 1.428362    Sum squared resid 289.7110 
Durbin-Watson stat 1.035404    
     
Equation: KETIMPANGAN=C(3)+C(4)*ABM+C(5)*PE  
Observations: 144   
R-squared 0.216747    Mean dependent var 14.69467 
Adjusted R-squared 0.205637    S.D. dependent var 9.531312 
S.E. of regression 8.494979    Sum squared resid 10175.22 
Durbin-Watson stat 0.448158    
     
Equation: PTK=C(6)+C(7)*ABM+C(8)*PE  
Observations: 144   
R-squared 0.050748    Mean dependent var 92.97243 
Adjusted R-squared 0.037284    S.D. dependent var 2.912073 
S.E. of regression 2.857271    Sum squared resid 1151.123 
Durbin-Watson stat 0.860322    
     
Equation: IPM=C(9)+C(10)*ABM+C(11)*PE+C(12)*PTK  
Observations: 144   
R-squared 0.131813    Mean dependent var 72.12250 
Adjusted R-squared 0.113209    S.D. dependent var 3.167528 
S.E. of regression 2.982848    Sum squared resid 1245.634 
Durbin-Watson stat 0.413347    
     
     
 
 
